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JUDUL TESIS 
PERANAN DIPENDA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 

(PAD) MELALUI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ' 

ABSTRAKSI 

Sejalan dengan sistein pemerintahan desentralisasi inaka diselenggarakan 
pe~nerintahan daerah dalam sistem administrasi pemerintahannya. Kedudukan peinerintah 
daerah dalain sistem negara ltesatuan adalah subdivisi pernerintahan nasional sehingga 
ltewenangan peinerintah baik politik inaupun administrasi dimililti secara tunggal oleh 
peinerintah pusat. Namun demikian sumber keuangan tetap terkait dengan peinerintah pusat, 
diinana ada perimbangan keuangan yang adil dan transparan antara pusat dan daerah. 
Pelaksanaan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah telah inenyebabkan perubahan 
yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam ha1 
keuangan, pemerintah daerah dituntut untuk inenggali suinber-suinber keuangannya sendiri 
melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD se~nakin besar seiring 
dengan seinakin banyaknya kewenangan pemerintah yang diliinpahkan kepada daerah. 
Tuntutan tersebut langsung maupun tidak langsung melibatkan instansi terkait dalain 
pemungutannya, terutama Dinas Pendapatan Daerah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk inengetahui peranan Dinas Pendapatan Daerah 
dalam ineningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) inelalui pajak dan retribusi Daerah 
Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk lnengetahui hambatan-hambatan yang dialami Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meinungut pajak dan retribusi daerah 
Kabupaten Indragiri Hilir. 

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang dilengkapi dengan penelitian einpiris 
yang menghasilkan data lapangan. Data penelitian setelah dianalisis dengan menggunakan 
nletode deskriftif kualitatif, diperoleh hasil bahwa peranan Dinas Pendapatan Daerah dalain 
ineningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) inelalui pajak dan retribusi Daerah Kabupaten 
Indragiri Hilir yaitu berusaha meningkatkan target penerimaan Kabupaten Indragiri Hilir 
inelalui prograin-program yang disusun oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri 
Hilir dan secara rinci melalui rencana kegiatan yang telah disusun dengan 
ineinpertiinbangkan perubahan kondisi sosial ekonomi dari tahun ke tahun yang berubah. 
Sedangkan kendala-kendala yang dialaini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri 
Hilir dalain inelnungut pajak dan retribusi daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu masih 
leinahnya sanksi hukuin terhadap Pelnggaran Pertauran Daerah (Perda), inasih diperlultan 
ltoordinasi yang lebih baik antar Dinas, Badan, Kantor dengan Unit terltait dalam ranglta 
ineningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, inasih perlu perubahan beberapa 
peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan Pandapatan Daerah dari sektor pajak dan 
retribusi daerah seperti Perda Izin Gangguan (HO), Perda Pajak Penyewaan Bangunan, Perda 
Pajak Reklaine dan lain-lain, masih kurangnya tenaga operasional di lapangan terutama di 
Kecainatan-kecainatan, dan masih kurangnya kesadaran inasyarakat terhadap beberapa 
ltewaj ibannya kepada daerah. 



DAFTAR IS1 

Halaman 
............................................................... HALAMAN JUDUL 

..................................................... BAB I PENDAHULUAN 1 

....................................... A . Latar Belakang Masalah 1 

B . Ruinusan Masalah .............................................. 

C . TujuanPenelitian ................................................ 

............................................. . D Manfaat Penelitian 

............................................ . E Keaslian Penelitian 

.............................................. . F Metode Penelitian 

................................................. BAB I1 TINJAUAN UMUM 

...................................... A . Tinjauan Uinum Negara 

........................... B . Indonesia Berasas Negara Hukuin 

...................... C . Tilljauan Uinuln Peinerintahan Daerah 

D . Tinjauan Uinuin Pajak Dan Retribusi Daerah ............... 

BAB I11 PERANAN DIPENDA DALAM MENINGKATKAN 

PEIVDAPATAIV ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK 

DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI 

HILIR ................................................................... 62 

A . Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .................................... 63 

B . Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendapatan Daerah 



Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 71 

C. Peranan Dipenda Dalain Meningkatkan PAD 80 

D. Kendala-Kendala Yang Dialalni Dipenda Kabupaten 

Indragiri Hilir Dalain Meinungut Pajak Dan Retribusi 

Daerah ............................................................ 89 

E. Analisis Yuridis .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 92 

BAB IV PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 

A. Kesiinpulan ...................................................... 102 

B. Saran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 

DAFTAR PUSTAKA 

LANIPIRAIV 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan 

~ n a k a  kedaulatan negara adalah tunggal, tidak tersebar pada negara-negara 

bagian seperti dalam negara federallserikat. Oleh karena itu, pada dasarnya 

sistem pemerintahan dalam negara kesatuan adalah sentralisasi atau 

penghalusannya dekonsentrasi. Artinya pemerintah pusat memegang 

kekuasaan penuh. Namun inengingat negara Indonesia sagat luas yang terdiri 

atas puluhan ribu pulau besar dan kecil dan penduduknya terdiri atas beragain 

suku bangsa, beragam etnis, beragain golongan, dan ~nemeluk agalna yang 

berbeda-beda, sesuai dengan pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 

penyelenggaraan peinerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi 

tetapi desentralisasi. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa pemerintah 

terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan 

undang-undang. 

Sejalan dengan keharusan membentuk pe~nerintahan daerah dalam 

siste~n negara Indonesia inaka sejak prokla~nasi ke~nerdekaan sainpai 

sekarang negara Indonesia telah mengeluarkan undang-undang tentang 

pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang No~nor  22 Tahun 1948, Undang- 

Undang Noinor 1 Tahun 1957, Undang-Undang No~nor  18 Tahun 1965, 

Undang-Undang Noinor 4 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 



1999, dan terakhir Undang-Undang Noinor 32 Tahun 2004. Melalui undang- 

undang tersebut bangsa Indonesia menyelenggarakan pemerintahan daerah 

dalain sistein adininistrasi pemerintahannya. 

Sebagai negara kesatuan, negara Indonesia tidak ineinpunyai lteatuan- 

kesatuan peinerintahan di dalainnya yang ineinpunyai ltedaulatan. Dalain 

istilah penjelasan UUD 1945, Indonesia tidak altan meinpunyai daerah di 

dalain lingkungannya yang bersifat Staat, Iqegara. Dalain negara ltesatuan 

ltedaulatan yang inelekat pada raltyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia 

tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Kesatuan- 

kesatuan peinerintahan lain di luar peinerintah tidak ineiniliki apa yang 

disebut oleh Kranenburg sebagai pouvoir constituant, kekuasaan untuk 

ineinbentuk undang-undang dasar atau undang-undang dan organisasinya 

sendiri. 

Peinbentukan organisasi-organisasi peinerintah di daerah atau 

peinerintah daerah tidak sama dengan pembentukan negara bagian seperti 

dalam negara federal. Kedudukan peinerintah daerah dalam sistem negara 

kesatuan adalah subdivisi peinerintahan nasional. Pemerintah daerah tidak 

meiniliki kedaulatan sendiri sebagaiinana negara bagian dalain sistem federal. 

Hubungan peinerintah daerah dengan peinerintah pusat adalah dependent dan 

sub-ordinat sedangkan hubungan negara federallpusat dalain negara federal 

adalah independent dan koordinatip. Berdasarkan konsepsi deinikian, pada 



dasarnya kewenangan pemerintahan bail< politik maupun administrasi 

dimiliki secara tunggal oleh pemerintah pusat.' 

Sulnber keuangan daerah selalu terkait dengan hubungan keuangan 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam ha1 daerah harus 

lnampu menyelenggarakan kewenangan yang dimiliki maka harus ada 

perimbangan keuangan yang adil dan transparan antara pusat dan daerah. 

Untuk dapat mencapai kondisi ini terdapat tiga aspek yang harus 

dipertimbangkan yaitu: pertama, sejauh mana daerah diberi sumber-sumber 

keuangan yang cukup terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua, 

sejauh mana daerah memperoleh akses pada pendapatan-pendapatan yang 

bersumber dari bagi hasil pajak. Ketiga, sejauh mana daerah telah 

mendapatkan subsidi yang adil dan efektif dari pemerintah pusat.2 

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah merupakan cerlnin dari 

cara pandang suatu negara terhadap pemerintah daerahnya. Dalaln ha1 ini 

terdapat dua pandangan: pertama, pandangan yang menyatakan bahwa 

pemerintah daerah merupakan for~nalisasi dan legalisasi dari keberadaan 

masyarakat yang sudah ada sebelulnnya dalaln struktur negara bangsa. Oleh 

karena itu, pemerintah daerah dianggap telah rnelniliki sumber-sumber 

keuangan sendiri seperti pajak dan sumber pendapatan lain yang sudah ada 

sebeluln menjadi bagian dari struktur negara bangsa. Atas dasar pandanga~~ 

ini, maka yang dimaksud dengan hubungan antara pusat dan daerah adalah 

' Hallif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonorni Daeralz, PT. Grasindo, Jakarta, 
2005, hlm. 6. 
Ibid, hlin. 92. 



seberapa besar pusat mentransfer dana dalam bentuk alokasi ltepada daerah. 

Kedua, pandangan yang inenganggap pemerintah daerah sebagai bagian dan 

alat pemerintah pusat untuk menjalankan keltuasaannya. Ole11 karena i t i~,  

penyelenggraan peinerintahan daerah didanai seluruhnya oleh pemerintah 

pusat.3 

Pelaksanaan Undang-undang Nolnor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang,undang Nornor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nornor 25 

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah yang telah diganti dengan Undang-undang Nolnor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah 

menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan 

Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan 

lnaupun dalarn hubungan keuangan antara Pelnerintah Pusat dan Daerah, 

yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Dalaln era otonoini daerah sekarang 

ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk lnengatur dan 

mengurus ruinah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untult lebih 

rnendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, ineinudahkan 

rnasyarakat untuk inemantau dan inengontrol penggunaan dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain 

untuk lnenciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan inendorong 

tiinbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Peinerintah Daerah 

' f-Ianif Nurcholis, 0p.Cit. hlm. 92 - 93 



diharapkan lebih mampu inenggali sumber-suinber keuangan Ichususnya 

untuk memenuhi kebutuhan peinbiayaan peinerintahan dan pe~nbangunan di 

daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Tuntutan peningkatan PAD seinakin besar seiring dengan semakin 

banyaknya kewenangan peinerintahan yang dilimpahkan Icepada daerah 

disertai pengalihan personil, peralatan, peinbiayaan dan dokumentasi (P3D) 

ke daerah dala~n jumlah besar. Seinentara, sejauh ini dana perimbangan yang 

lnerupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalaln rangka 

~nendukung pelaksanaan otonomi daerah, ~neskipun jumlahnya relatif 

lnelnadai yaitu diainbil dari Peneriinaan Dalain Negeri dalam APBN, nainun 

daerah harus lebih kreatif dalain ineningkatkan PAD-nya untuk ineningkatkan 

akuntabilitas dan keleluasaan dalain peinbelanjaan APBD-nya. Suinber- 

sumber peneriinaan daerah yang potensial harus digali secara inaksimal, 

ilalnuil tentu saja di dalain koridor peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang 

lnemang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama. 

Suinber pembiayaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi fiskal yaitu PAD, Dana Periinbangan, Pinjainan Daerah, dan 

lain-lain penerimaan yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah, yang 

inerupakan salah satu komponen PAD, seharusnya merupalcan suinber 

peneriinaan utalna bagi daerah, sehingga lcetergantungan daerah Icepada 

Peinerintah Pusat (Dana Perimbangan) seinakin berkurang, yang pada 

gilirannya daerah diharapkan akan lnelniliki alcuntabilitas yang tinggi kepada 



inasyarakat loltal. Meinperhatikan kondisi sosial, ekonoini, dan politilt yang 

lturang inenguntungkan saat ini, disarankan agar pengadaan pajak dan 

retribusi baru perlu dipertilnbangkan secara hati-hati sehingga tidak 

ineniinbulkan gejolak di inasyarakat. Penciptaan suatu jenis pajak selain 

inelnpertiinbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaltu secara umum 

juga perlu rneinpertiinbangkan ketepatan suatu jenis pajak sebagai pajak 

daerah, karena pajak daerah yang baik akan rnendorong peningltatan 

pelayanan publik yang pada gilirannya akan rneningkatkan ltegiatan 

perekonoinian daerah yang bersangkutan. Kebijaltsanaan Peinerintah Daerah 

yang sangat tepat saat ini untuk lneningkatkan peneriinaan daerah dalain 

jangka pendek sebaiknya dititikberatkan pada intensifikasi peinungutan pajak 

yaitu inengoptimalkan jenis-jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah 

yang sudah ada. 

B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari uraian latar belakang inasalah di atas, rnaka diruinuskan 

perinasalahan sebagai berikut: 

1 .  Bagaiinana peranan Dipenda dalain meningkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD) melalui pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir? 

2. Apa saja kendala-kendala yang dialaini Dipenda Kabupaten lndragiri 

Hilir dalain ineinungut pajak dan retribusi daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir? 



Tujuan Penelitian 

Berpegang pada perurnusan  nasala ah yang telah dikemultalta~~ di atas 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk inengetahui bagaiinana peranan Dipenda dalain ineningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD) inelalui pajak dan retribusi Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Untuk inengetahui apa saja hainbatan-hambatan yang dialaini Dipenda 

Kabupaten Indragiri Hilir dalain inemungut pajak dan retribusi daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai suinbangan peinikiran terhadap perkembangan ilinu hukuin 

khususnya dibidang Aininistrasi Negara. 

2. Untuk inemperoleh pengetahuan yang lebih inendalam tentang 

bagaimana peranan Dipenda dalain ineningkatkan pendapatan asli daeral~ 

(PAD) melalui pajak dan retribusi Daerah Kabupaten lndragiri Hilir. 

3.  Untuk inemperoleh pengetahuan yang lebih mendalarn inengenai 

hainbatan-hainbatan yang dialaini Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir 

dalain inelnungut pajak dan retribusi daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Peranan Dipenda Dalaln Meningkatkan Pendapatai~ 

Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri 



Hilir sejauh yang penulis ketahui beluin pernah diteliti oleh pihak lain. Untuk 

itu lnaka penelitian ini ~nerupakan hasil peinikiran sendiri dan akan diteliti 

lebih lanjut oleh peneliti sendiri. 

F. Metode Penelitian 

1. Obyek Penelitian 

Peranan Dipenda Dalain Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Melalui Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Subyek Penelitian 

a. Kepala Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir 

b. Petugas pernungut Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir 

3. Suinber Data 

a. Data primer, yang berupa data yang diperoleh dari penelitian 

lapangan Vield research); 

b. Data sekunder, yang berupa data yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan (library research) yang terdiri atas: 

a. Bahan Hukuin Primer, yaitu bahan hukuin yang bersifat inengikat, 

yang terdiri dari: 

a) Undang-undang Dasar 1945 

b) Undang-Undang Republik Indonesia Noinor 18 Tahun 1997 

Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 



c) Undang-undang Nolnor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 

Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

d) Undang-undang Nolnor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 

e) Peraturan Pelnerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 

b. Bahan hukum sekunder, adalah ballan-bahan hukum yang 

inemberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hultum primer, 

seperti, buku-buku, majalah, artikel, makalah, hasil penelitian dan 

lain sebagainya. 

c. Bahan hukum tertier, adalah bahan-bahan hukum yang akan 

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum seltunder, yang terdiri dari ltalnus istilah 

hukum.lta~nus bahasa dan ensiklopedia. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Untuk data primer: 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bebas maupun 

terpimpin dengan lnenggunakan pedolnan wawancara yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. 



b. Untuk data sekunder: 

Pengumpulan data dilakukan deilgan studi Itepusatakaan, yaitu 

dengan inengkaji berbagai Peraturan Perundang-undangan atau 

literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

5. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalain penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis norinatif, yaitu inenganalisis permasalahan dari sudut 

pandanglmenurut ketentuan hukuln dan perundang-undangan yang 

berlaku serta pelaksanaannya di dalaln praktik. 

6. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang 

diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisls secara ltualitatif 

(content analysis). Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan 

permasalahan penelitian, disisteinatisasikan, ltemudian dianalisis untuk 

dijadikan dasar dalain inengainbil kesimpulan. 



BAB I1 

TINJAUAN UMUM 

A. Tinjauan Umum Negara 

Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu ltelompok atau 

beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, 

hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai peinerintahan yang berdaulat. 

Pengertian negara yang demikian inencakup pengertian konstitutif dari 

sebuah negara, sehingga dari ruinusan ini dapat dikeinukakan adanya unsur- 

unsur konstitutif negara, yaitu:l 

1. Adanya rakyat (masyarakat) tertentu. 

2. Adanya daerah (wilayah) tertentu. 

3.  Adanya pemerintah yang berdaulat. 

Selain itu ada unsur lain bagi adanya negara yakni adanya pengakuan 

dari negara lain. Unsur yang keempat ini disebut unsur deklaratif. Seperti 

telah dikeinukakan negara itu mempunyai tiga unsur konstitutif yang 

sekaligus merupakan syarat berdirinya serta sebuah unsur deklaratif. Unsur- 

unsur kontitutifnya adalah adanya rakyat (masyarakat), adanya daerah 

(wilayah), dan adanya pemerintah yang berdaulat; sedangkan unsur 

deklarasinya adalah pengaltuan dari negara lain. 

Negara merupakan integrasi dari keltuasaan politik, ia adalal~ 

organisasi pokok dari keltuasaan politik. Negara adalah agency (alat) dari 

I Mahfud MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 
200 1,  hlm. 64. 



lnasyarakat yang ineinpunyai kekuasaan untuk inengatur hubungan-hubungan 

inanusia dalain inasyarakat dan inenertibkan gejala-gejala Icekuasaan dalain 

masyarakat. Manusia hidup dalain suasana kerjasaina, selcaligus suasana 

antagonistis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dala111 

sesuatu wilayah dapat meinaksakan kekuasaannya secara sah terhadap seinua 

golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetaplcan tujuan-tujuan dari 

kehidupan bersama itu. Negara inenetapkan cara-cara dan batas-batas sampai 

di inana kekuasaan dapat digunakan dalain kehidupan bersaina itu, baik oleh 

individu dan golongan atau asosiasi, inaupun oleh negara sendiri. Dengan 

deinikian ia dapat inengintegrasikan dan meinbimbing kegiatan-kegiatan 

sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersaina. Dalain rangka ini bole11 

dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas: 

1. inengendalikan dan inengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni 
yang bertentangan satu saina lain, supaya tidak inenjadi antagonisine 
yang mein bahayakan; 

2. mengorganisir dan inengintegrasikan Icegiatan manusia dan golongan- 
golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari inasyarakat seluruhnya. 
Negara inenentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi 
keinasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan 
nasional. 2 

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistiin hukuin dan dengan 

perantaraan peinerintah beserta segala alat-alat perlengkapannya. Kekuasaan 

negara inempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur; inaka dari itu 

seinua golongan atau asosiasi yang inemperjuangkan kekuasaan, harus dapat 

ineneinpatkan diri dalain rangka ini. 

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilrnu Politik, PT. Gralnedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, lilm. 
39. 



Menurut Roger H. Soltau: Negara adalah alat (agency) atau wewenailg 
(authority) yang inengatur atau inengendalikan persoalanpersoalan bersama, 
atas naina lnasyarakat (The state is an agency or authority nzanaging or 
controlling these (cornnzon) affairs on behalf of and in the name of the 
conzn~unit~) .~ 

Menurut Harold J. Laski: Negara adalah suatu inasyarakat yang diin- 
tegrasikan karena ineinpunyai wewenang yang bersifat ineinalcsa dan yang 
secara sah lebih agung daripada individu atau Iceloinpolc yang merupakail 
bagian dari inasyarakat itu. Masyaralcat adalah suatu keloinpok lnanusia yang 
hidup dan bekerjasaina untuk inencapai terlcabulnya keinginan-keinginan 
lnereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus 
ditaati baik oleh individu inaupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu 
wewenang yang bersifat lneinaksa dan inengikat (The state is a society which. 
is integrated by possessing a coercive authority legally szprenze over any 
individual or group which is part of the society. A society is a group of hunzan 
beings living together and working together for the satisfaction of their 
mutual wants. Such a society is a state when the way of llfe to which both 
individuals and associations must conform is dejined by a coercive authority 
binding upon them 

Menurut Max Weber: IVegara adalah suatu inasyarakat yang ineinpunyai 
inonopoli dalaln penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu 
wilayah (The state is a human society that (succes~lly) clainzs the monopoly 
of the legitimate use ofphysical force within a given terr i td~y) .~ 

Sedangkan inenurut Robert M. MacIver: Negara adalah asosiasi yang 
inenyelenggarakan penertiban di dalaln suatu inasyarakat dalaln suatu 
wilayah dengan berdasarkan sistem hukuln yang diselenggarakan oleh suatu 
peinerintah yang untuk inaksud tersebut diberi Icekuasaan lnemaksa (The state 
is an association which, acting through law as pronzulgated by a government 
endowed to this end with coercive power, rizaintains within a conzmunity terri- 
torially demarcated the external conditions of ~ r d e r ) . ~  

Jadi, sebagai definisi umuin dapat dikatakan bahwa negara adalah 

suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejuinlah 

pejabat dan yang berhasil inenuntut dari warga negaranya lcetaatan pada 

Miriam Budiardjo, Op.Cit, hlm. 39. 
Ibid, hlm. 39-40. 
Ibid, hlm. 40. 
Ibid. 



peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis 

dari keltuasaan yang sah. 

B. Indonesia Berasas Negara Hukum 

Telah disinggung di atas bahwa Negara Republik Indonesia 

~nerupakan negara hukum dimana untuk menghindari hak rakyat dari 

kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi 

pelnegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau 

dikontrol oleh hukum. 

Pemikiran tentang negara hukum telah ~nuncul jauh sebelu~n 

terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad 

XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pelnikiran 

negara hukum itu ~nerupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa 

lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukuln me~npunyai hubungan 

yang erat dengan sejarah dan perkembangan inasyarakat dari suatu bangsa. 

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukuln itu sendiri 

sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Illnu Negara atau pun 

llmu Kenegaraan. Cita negara hukuin itu untuk pertama kalinya dikemukakan 

oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. 

Dalam bukunya Nomoi, Plato ~nulai me~nberikan perhatian dan arti yang lebih 

tinggi pada hukuin. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tersebut ltemudian dilanjutltan oleh 

muridnya bernaina Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik 



ialah negara yang diperintah dengan ltonstitusi dan berkedaulatan hukurn. 

Bagi Aristoteles, yang ineinerintah dalam ilegara bultanlah ~nanusia 

inelainkan piltiran yang adil, dan ltesusilaanlah yailg ineileiltultan baik 

buruknya suatu hukuin. Manusia perlu dididik ~nenjadi warga yang baik, yang 

bersusila, yang akhirnya akan lnenjelinaltail ~nanusia yang bersiltap adil. 

Apabila keadaan seinacam itu telah terwujud, inaka terciptalah suatu negara 

hukuin, karena tujuan negara adalah keseinpuinaan warganya yang 

berdasarkan atas keadilan. Jadi, lteadilanlah yang ineinerintah dalain 

kehidupan bernegara. Agar lnanusia yang bersikap adil itu dapat terjelina 

dalain kehidupan bernegara, inaka inanusia harus didik menjadi warga yang 

baik dan bersusila. 

Dala~n perkeinbangannya, pahain negara hukuin tidak dapat 

dipisahkan dari pahain kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukuln yang 

mengatur dan meinbatasi kekuasaan negara atau peinerintah diartiltan sebagai 

hukuin yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Salah satu 

asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Substansi dari asas legalitas 

tersebut adalah inenghendaki agar setiap tindakan badanlpejabat adlninistrasi 

berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, badanlpejabat 

adininistrasi negara tidak berweilang inelaltukan suatu tindakan yang dapat 

inerubah atau meinpengaruhi keadaan hukuin warga inasyarakat. 

Teori negara berdasarkan hukuin secara esensi berinaltna bahwa 

hukuin adalah supreme dan kewajiban bagi setiap peilyeleilggara negara atau 

peinerintahan untuk tunduk pada hukuin (szlbject to the law). Tidalt ada 



kekuasaan di atas hukurn (above the law). Dengan kedudukan ini tidak boleh 

ada ltekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) atau 

penyalahgunaan kekuasaan (misuse ofpower).' 

Deinikian pula yang diltatakan oleh Mahfud bahwa satu asas yang 

merupakan pasangan logis dari asas de~noltrasi adalah asas negara hukuin, 

artinya bagi satu negara demokrasi pastilah inenjadikan pula huku~n sebagai 

salah satu asasnya yang lain. Alasannya, jilta satu negara diselenggarakan 

dari, oleh dan untuk rakyat, maka untuk menghindari hak raltyat dari 

kesewenang-wenangan dan untuk inelaksanakan kehendak rakyat bagi 

peinegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau 

dikontrol oleh hukuin, peinegang kekuasaan yang sebenarnya tak lain 

hanyalah memegang ltekuasaan rakyat, sehingga tidak boleh sewenang- 

wenang. Disebutkan bahwa negara hukuin ~nenentukan alat-alat 

perlengkapannya yang bertindak inenurut dan terikat ltepada peraturan- 

peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu yang diltuasakan untuk 

rnengadakan peraturan-peraturan itu (Mahfud MD, 2001: 85 ) ,  seperti 

tercantuin di dalain Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang inenyatakan bahwa 

Negara Indonesia adalah negara hukum. 

Deinikian juga Indonesia yang dengan tegas telah ineinilih bentuk 

demokrasi yakni dengan ltetentuan terletaltnya kedaulatan di tangan rakyat, 

jelas tak lepas dari konsekuensi untuk ~nenetapkan pula negara hukurn lnaupull 

di dalaln Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebutkan bahwa 

' Sumali, ~ e d u k s i  Kekuasaan Eksekut2f Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang 
(PERPU), UMM Pres, Malang, 2003, hlm. 1 1.  



Indonesia adalah negara hukuin tidak seperti asas demokrasi yang jelas-jelas 

disebutkan di dalam alinea IV dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 

1945. Tetapi sekalipun begitu ada dua bukti otentik dan konstitusional bahwa 

Indonesia berasas negara hukum, yakni disebutkannya secara eksplisit di 

dalain Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia ialah negara 

yang berdasar atas hukurn (rechsstaat) tidak berdasarkan atas lteltuasaan 

belaka (machstaat). Kedua, bila dikaitkan dengan ciri-ciri dari negara hukuin, 

inaka secara ulnuin negara Indonesia sudah nlernenuhi persyaratan untuk 

disebut sebagai negara hukuin. 

Sebagai ciri pertama dari negara hukuin adalah adanya pengakuan dan 

perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Tentang ciri ini bisa kita teinui 

jaminannya di dalam pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 

1945, yaitu di dalam pembukaan alinea I bahwa keinerdekaan adalah hak 

segala bangsa, lte~nudian di dala~n alinea IV disebutkan pula salah satu dasar 

yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan di dala~n Batang Tubuh 

Undang-Undang Dasar 1945 dapat diteinui beberapa pasal terutaina Pasal 

28A sarnpai dengan Pasal28J. 

Sebagai ciri kedua dari negara hukuin adalah adanya peradilan yang 

bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau ltekuatan lain dan tidalt 

inemihak. Untuk ciri kedua ini dapat dilihat Pasal 24 Undang-Undang Dasar 

1945 yang inenegaskan: "Kekuasaan kehakiina~l dilakukail oleh sebuah 

Mahkainah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. 



Di dalain penjelasan terhadap Pasal24 ini dijelaskan bahwa kekuasaan 

kehakiinan ialah kekuasaan yang tnerdeka artinya terlepas dari pengaruh 

kekuasaan pemerintah. Berhubung dengall itu harus diadakan jaminan di 

dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Dengan begitu inaka 

untuk ciri kedua negara hukuln dapat dipenuhi oleh Undang-Undang Dasar 

1945. 

Adapun ciri ketiga dari negara hukum adalah legalitas dalaln arti 

hukuin segala bentuknya.Ini dimaksudkan bahwa untuk segala tindakan 

seluruh warga negara, baik rakyat biasa lnaupun penguasa haruslah 

dibenarkan oleh hukuln. Di Indonesia berbagai peraturan untuk segala 

tindakan sudah ada ketentuannya, sehingga untuk setiap tindakan itu harus 

sah menurut aturan hukuin yang telah ada. Untuk lnengalnankan ketentuan 

tersebut inaka di Indonesia telah dibentuk berbagai badan peradilan untuk 

ineinberi pelnutusan (peradilan) terhadap hal-ha1 yang dianggap melakukan 

hal-ha1 yang tidak dibenarkan oleh hukum. 

Jadi seinua landasan yang inenjadi ciri dari negara hukuin dapat 

dite~nui di dalain Undang-Undang Dasar 1945 sehingga untuk disebut sebagai 

negara hukum Undang-Undang Dasar 1945 cukup ineinberikan jaminan. 

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan deinokrasi dan gagasail 

negara hukuin (het denzocvatish ideal en het vechtsstaats ideal). Gagasan 

deinokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai 

keputusan ~nendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak inungkin 

ine~nperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum inenuntut agar 



penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada 

undang-undang dan ~nemberikan jaminan terhadap 11ak-hak dasar rakyat yang 

tertuang dalam undang-undang. 

Reformasi Mei 1998 telah me~nbawa berbagai perubahan iiiendasar 

dalain kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Pertama, sejak 

jatuhnya Soeharto kita tidak lagi ~ne~nil iki  seorang pemi~npin sentral dan 

menentukan. Kedua, munculnya kehidupan politik yang lebih liberal, telah 

Inelahirkan proses politik yang juga liberal. Ketiga, reformasi politik juga 

telah ~neinpercepat pencerahan politik rakyat. Semangat lteterbukaan yang 

dibawanya telah ~neinperlihatkan kepada publik betapa tingginya tingkat 

distorsi dari proses penyelenggaraan negara. Keempat, pada tataran lembaga 

tinggi negara, kesadaran untuk inemperkuat proses checks and balances 

antara cabang-cabang kekuasaan telah berke~nbang sedemikian rupa, sainpai 

mela~npaui konvensi yang selaina ini dipegang, yakni asas kelteluargaan di 

dalain penyelenggaraan negara. Kelinza, refor~nasi politik telah ~neinpertebal 

lteinginan sebagian elite berpengaruh dan publik politik Indonesia untult 

secara sisteinatik dan damai melakukan perubahan mendasar dalam konstit~isi 

R I . ~  

Menurut Bagir Manan perubahan UUD 1945 berhubungan dengan 

perumusan kaidah konstitusi sebagai kaidah hukum negara tertinggi. Dala1-11 

ha1 ini, terlepas dari beberapa kebutuhan mendesak, perlu'kehati-llatian, baik 

mengenai materi ~nuatan maupun cara-cara perumusan. Me~naiig benar, 

Ni'matul Huda, Negara Hukum, Deinokrasi (e Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005, 
hlm. 8. 



penataan kelnbali UUD 1945 untuk lnenjainin pelaksanaan 

ltonstitusionalisine dan lnenainpung dinamika baru di bidang politik, 

ekonomi, sosial, dan lain-lain. Tetapi, perubahan itu .jangan seltali-ltal i 

dijadikan satu-satunya dasar dan tempat untuk lnenainpung berbagai realitas 

ltekuatan politik yang berbeda dan sedang bersaing dalaln SU M P R . ~  

Perubahan pertaina terhadap UUD 1945 terjadi pada tanggal 19 

Oktober 1999 dalain Sidang Ulnuln MPR yang berlangsung tanggal 14-2 1 

Oktober 1999. Tiga materi pokolt itu terdiri dari: 

1. Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara; 

2. Bab tentang Kementrian Negara; 

3 .  Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat. 

Perubahan kedua terhadap UUD 1 945 terjadi dalaln Sidang Ulnuln 

MPR yang berlangsung tanggal 7-18 Agustus 2000. Perubahan kedua ini 

~nencakup penyelnpurnaan ruinusan hak asasi manusia, inenyelnpurnakail 

pertahanan dan keamanan negara dan melengkapi atribut negara, termasuk 

perubahan Pasal 18 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Perubahan Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah 

dilatarbelakangi oleh kehendak untuk inengakomodasi selnangat otonomi 

daerah dalarn lneinperjuangkan kesejahteraan lnasyarakat daerah. 

Pengalainan penyelenggaraan negara pada era sebelulnnya yang cenderung 

sentralistis dan adanya penyeragaman sisteln pemerintahan, serta 

lnengabaikan kepentingan daerah, inendorong terjadinya pergeseran 

Bagir Manan, "Perubahan UUD 1945", Forum ICeadilan, No.30, 31 Oktober 1999, hlm. 45. 



penerapan siste~n dala~n Negara Kesatuan RI yakni dari sentralisasi ke 

desentralisasi." 

C. Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah 

Masalah desentralisasi merupakan salah satu dari li~na  nasala ah besar 

(great issues) yang akan selalu dijumpai dalain proses politik sepanjang masa. 

Keliina inasalah besar tersebut oleh Lipson diikhtisarkan sebagai bel-ikut:" 

1. The coverage of citizenship: Should it be exclusive or all inexclusive? 
2. The finctions of the state: Should its sphere of activity be limited or 

unlimited? 
3. The source of authority: Should it originate in the people or the 

government? 
4. The structure of authority: Shouldpower be concentrated or dispersed? 
5 .  The magnitude of the state and its external relations: What unit of 

government is preferable? What interstate order is desirable? 

Dari kelima inasalah besar tersebut, inasalah keeinpat berkaitan 

langsung dengan masalah pemilihan antara sentralisasi dan desentralisasi. 

Bila pilihan jatuh pada Otono~ni Daerah, berarti Pemerintal~ Pusat harus 

inenyelenggarakan desentralisasi atau dengan perkataan lain, 

penyelenggaraan desentralisasi inerupakan konsekuensi dari pe~nilihan yang 

dijatuhkan pada Otonoini Daerah. 

Sehubungan dengan inasalah tersebut Pemerintah Indonesia, telah 

menjatuhkan pilihannya pada desentralisasi. Sebagai tindak lanjut 

10 Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Dinainika Perubahan 
UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 28. 
" Lislie Lipson dala~n Josef Riwu Kaho, Prospek Otonoini Daerah di Negara Reptlblik Indonesia, 
ldent~fikasi Beberapa Faktor yang Meinpengaruhi Penyeknggaraannya, PT. RajaGraiindo 
Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1. 



dibentuklah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah. 

Salah satu aspelt konstitusional penyelenggaraan negara darl 

peinerintahan sejak Indonesia rnerdeka adalah persoalan yang berkaitarl 

dengan penyelenggaraan Otonorni sebagai subsistern Negara Kesatuar~. 

Pernikiran inengenai Otonorni sebagai alternatif dari pilihan bentuk negal-a 

federal telah diletakkan sejak masa pergerakan keinerdekaan. Pada saat 

inenyusun UUD 1945, otonoini termasuk salah satu pokok yang dibicaraltan 

dan kernudian diinuat dalarn Undang-Undang ~ a s a r . ' ~  

Tidak banyak yang menyadari bahwa salah satu fungsi yang rnenonjol 

dari desentralisasi atau Otonorni Daerah adalah fungsi pendidikan politik. 

Dengan dibentuknya pemerintahan di daerah rnalta sejurnlah lernbaga 

deinokrasi akan terbentuk pula, terutarna partai-partai politik, kelompok 

kepentingan, kelompok penekan, inedia lnassa lokal, dan lernbaga perwakilan 

rakyat. Leinbaga-lembaga tersebut akan rneinainltan peranan yang strategis 

dalarn rangka pendidikan politik warga inasyarakat, tentu saja, inenarlarnkail 

nilai-nilai dan norma-norrna yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. IVilai-nilai tersebut inencakup nilai yang bersifat Itognitif, afektif, 

atau pun eval'uatif. Ketiga nilai tersebut rnenyangkut peinahaman, dan 

ltecintaan serta penghormatan terhadap kehidupan bernegara, yang lternudian 

12 Bagir Manan, Menyongsong Fajar. Otono~ni Daerah, Pusat Studi Huku~n (PSH) Fakultas 
Huku~n UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 21. 



diikuti oleh kehendak untuk ikut rnengarnbil bagian dalarn proses 

penyelenggaraan negara atau proses politik.'3 

Dikatakan oleh Mariun bahwa dengan rnelaksanakan desentralisasi 

maka pe~nerintahan akan menjadi lebih demoltratis. Hal ini disebabkan 

ltarena dala~n negara yang menganut faham demoltrasi, seharusnya diberiltan 

ltesempatan yang seluas-luasnya ltepada rakyatnya untuk ikut serta dala~n 

pemerintahan. Semboyan demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh 

rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, .by the people and for the 

people). Apabila semboyan ini benar-benar hendak direalisasi, malta tidaltlah 

cukup dengan melaksanakannya pada tingkat nasional atau Pusat saja, tetapi 

juga pada tingkat Daerah. Hal ini berhubungan langsung dengan kenyataan 

bahwa di dala~n wilayah negara itu terdapat masyarakat-masyarakat seternpat 

yang masing-masing diliputi oleh keadaan khusus setempat, sehingga masing- 

~nasing ~nasyarakat ~ne~npunyai kebutuhanlkepentingan khusus yang berbeda- 

beda dari Daerah ke Daerah. Mengusahakan, lnenyelenggarakan kepentingan 

~nasyarakat setempat itu (mengurus ru~nah tangga Daerah) sebaiknya 

diserahkan kepada rakyat daerah itu sendiri. Jadi dasar, maltsud, alasan, dan 

tujuan bagi adanya pe~nerintahan Daerah adalah pelaksanaan demoltrasi, 

khususnya demokrasi di atau dari bawah (grass-roots democracy).14 

Dari uraian tersebut dapat dilihat adanya hubungan yang sangat erat 

antara efektivitas pemerintahan dengan pelaltsanaan demokrasi di atau dari 

" Syaukani, HR., Afan Gaffar, daii M. Ryaas Rasyid, Otonorni Daerah Dalarn Negara Kesatuan, 
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 274-275. 
l 4  Mariun dalam Josef Riwu Kaho, Loc.cit., hlm. 11. 



bawah. Tegasnya, pelaksanaan fahain deinokrasi dapat lnenalnbah efektivitas 

pemerintahan. Hal ini disebabkan 1tarena:l5 

I .  Pelnerintahan dilakukan oleh rakyat daerah itu sendiri; jadi dala~n 

prinsipnya, yang lnenentultan politik daerah itu adalah rakyat daerah itu. 

Maka dapatlah diharapkan bahwa politik itu akan sesuai dengan 

Itebutuhan-kebutuhan lnasyarakat daerah itu (jadi juga meinenuhi 

selnboyan peinerintahan untuk rakyat). 

2. Dalain praltiknya, para penguasa pelnerintahan Daerah adalah putra- 

putra daerah itu sendiri, setidak-tidaknya orang-orang yang sudah cultup 

laina menjadi penduduk daerah itu, yang sudah tentu dapat diharapkan 

lebih inengetahui keadaan-keadaan daerah daripada "orang luar". 

Akibatnya, para penguasa daerah diharapkan inengetahui pula cara 

peinerintahan yang lebih tepat bagi daerahnya. 

Selain itu, penguasa yang dianggap penting adalah penguasa hasil 

peinilihan oleh rakyat daerah itu. Bahwa penguasa itu terpilih inerupakan 

bukti kepercayaan rakyat kepada penguasa terpilih, dan kepercayaan kepada 

pelnerintah akan ineniinbulkan kewibawaan, yang lnerupakan salah satu 

syarat bagi kelancaran jalannya pemerintahan. Selanjutnya, karena 

pelnerintah daerah terdiri dari putra-putra daerah, inaka dapatlah diharapkan 

altan bekerja dengan penuh semangat, Iteilthlasan, dan rasa tanggung jawab 

yang tebal. Hal ini lneinpunyai pengaruh yang baik atas Itelancaran 

peinerintahan.'6 

'' Josef Riwu Kaho, 0p.Cit. 
l 6  Josef ~ i w u  Kaho, 0p.Cit. 



Dengan delnokrasi yang dikeinbangkan dari bawah maka altan tercipta 

inekanisme pola hubungan yang seiinbang antara pemerintah pusat dengan 

daerah, karena inasyarakat di daerah altan lnerniliki peluang untuk 

inenyainpaikan aspirasi yang diiniliki, baik yang rnenyangkut rekrutinen 

ataupun perencanaan pembangunan di daerah, dan inasyarakat di daerah akan 

inainpu ineinberikan kontrol terhadap peinerintahan nasional. Dengan 

deinikian, akan terbentuk sebuah pernerintahan yang sehat daan seiinbang, 

yang akan membawa pada kehidupan inasyarakat yang lebih baik di inasa- 

rnasa yang akan datang. Hal itu dapat terjadi karena deinokrasi tidak hanya 

terbatas menjadi domainnya orang-orang di Jakarta. Masyarakat di daerah 

berhak dan harus mampu rnenyatakan dengan tegas dan jelas bahwa tidak 

selnua yang ditentukan dari Jakarta itu benar dan sesuai dengan kehendak 

lnasyarakat di daerah.I7 

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia Pusat ineinberikan 

keleluasaan kepada Daerah untuk inenyelenggarakan Otonoini Daerah. 

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi itu adalah, di satu pihak, 

ineinbebaskan Peinerintah Pusat dari beban-beban yang tidak perlu dala~n 

inenangani urusan doinestik, sehingga berkesempatan mempelajari, 

meinahaini, inerespon berbagai ltecenderungan global dan ~nengainbil 

inanfaatnya. Pada saat yang saina, Peinerintah Pusat diharapkan inainpu 

berkonsentrasi pada peruinusan kebijakan inakro nasional yang bersifat 

strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi inaka Daerah akan ~nengalalni 

17 Syaukani dkk, Loc.cit., hlin. 275. 



proses pe~nberdayaan yang signifikan. Kemampuan praltarsa dan ltreativitas 

merelta akan terpacu, sehingga kapabilitasnya dalarn mengatasi berbagai 

masalah domestik akan semakin kuat. Desentralisasi ~nerupakan silnbol 

adanya kepercayaan dari Pelnerintah Pusat kepada Daerah. Apabila masil~ 

dipakai siste~n yang sentralistik maka tidak bisa berbuat banyak dalaln 

mengatasi berbagai masalah, dalam sistem otonomi ini ditantang untuk secara 

kreatif menemukan solusi-solusi dari berbagai masalah yang dihadapi. 

Sesuai dengan semangat dan ketegasan Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945, jelas bahwa negara huku~n yang dimaksud bukanlah sekadar 

sebagai negara hukum dalam arti for~nal, lebih-lebih bukanlah negara hanya 

sebagai polisi lalu lintas atau penjaga malam, yang lnenjaga jangan salnpai 

terjadi pelanggaran dan inenindak para pelanggar hukum. Pengertian negara 

hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hultum dalam arti 

luas, yaitu negara hukum dalam arti materiil. 

Demikian juga Peinerintah Daerah dengan halt otonominya 

rnemberikan pelayanan deini tenvujudnya tujuan bersaina, yaitu 

kesejahteraan. Untuk itu eksistensi dan efektivitas pemerintahan Daerah perlu 

ditingkatkan. Oleh karena itu penyelenggaraan Otonoini Daerah selalu 

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga tidak bisa 

meninggalkan kepentingan dan aspirasi yang berkembang dalam inasyarakat. 

Dalaln penyelenggaraan Otonorni Daerah yang harus dijaga adalah keserasian 

hubungan antara Daerah yang satu dengan Daerah yang lain. Bila perlu 

dilteinbangkan kerjasana antar Daerah untuk meningltatkan ltesejahteraan 



bersama serta mencegah terjadinya perbedaan antar Daerah. Sudah walctunya 

bila Daerah-daerah bisa ineininimalisasi perbedaan deini inenjaga Iceutuhan 

Negara Kesatuan. 

Peinerintahan pertaina-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan 

jabatan dalain suatu organisasi. Dalain organisasi negara, peinerintahan 

sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat Icelengkapan negara seperti 

jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra 

struktur lainnya. Jabatan-jabatan ini inenunjukkan suatu linglcungan kerja 

tetap yang berisi wewenang tertentu. Kuinpulan wewenang meinberikan 

kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu 

jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan elcsekutif, kekuasaan legislatif, 

kekuasaan yudikatif, dan lain-lain. Peinerintahan yang dikemukakan tersebut 

dapat dikatakan sebagai pemerintahan dalain arti umum atau dalain arti luas 

(government in the broad sense)." 

Sedangkan Mahfud MD inenyebut sisteln peinerintahan negara adalah 

cara bekerja dan berhubungan ketiga poros kekuasaan (eksekutif, legislatif, 

dan yudikatif). Dengan demikian yang diinaksud sistein peinerintahan negara 

adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-leinbaga negara. Di 

dalam studi ilinu negara dan illnu politik dikenal adanya tiga sistem 

peinerintahan negara yaitu presidental, parlernenter, dan referenduin.I9 

Dalain rangka inenjalankan wewenang atau kekuasaan yang inelelcat 

pada lingkungan-lingkungan jabatan, harus ada peinangku jabatan yaitu 

I S  Bagis Manan, Menyongsong Fajar Otorzorni Daeral?, op.cit., hlm. 100- 10 1 
l 9  ~ a h f u d  MD, op.cit., hlrn. 74. 



pejabat (ambtsdrager). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, ltarena 

itu disebut pemerintahan. Berdasarkan aneka legislatif, pemerintah di bidang 

yudikatif, dan lain sebagainya. Inilah yang diartikan pemerintah (bukan 

pemerintahan) dalam arti luas. Pemerintahan juga dapat diartiltan dalam arti 

sempit yaitu pe~nangku jabatan sebagai pelaksanan kekuasaan eltseltutif atau 

secara lebih sempit, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi 11e~ara.~' 

Pemerintahan sebagai lingkungan jabatan yang berisi lingkungan 

pekerjaan tetap, dapat juga disebut pemerintahan dalam arti statis. Selain itu, 

pemerintahan dapat juga diartikan secara dinamis. Pemerintahan dalam arti 

dinamis, berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan 

kekuasaan pemeintahan. Pemerintahan dinarnis di bidang ekseltutif antara lain 

melakukan tindakan memelihara ketertiban keamanan, rnenyelenggarakan 

kesejahteraan umum dan lain-lain. Pemerintahan dinamis di bidang yudikatif 

~nelakukan kegiatan memeriksa, ~nemutus perkara dan lain sebagainya. 

Pemerintahan dinamis di bidang legislatif melakukan kegiatan membuat 

undang-undang, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, 

melakukan pengawasan, turut serta dalarn rnengisi jabatan tertentu dan lain- 

lain. 

Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah menurut UU Nomor 32 

tahun 2004 dikaitkan dengan pengertian Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggaraan pe~nerintahan Daerah Otonom oleh Pemeintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut atau berdasarkan desentralisasi. 

20 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otononzi Daerah, Loc.cit., hlm. 101. , 



Peinerintahan dalain ketentuan ini juga inengalldung inakna sebagai ltegiatail 

atau aktivitas menyelenggaraltan peinerintahail dan lingkungan jabatan yaitu 

Peinerintah Daerah dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah. Satu ha1 yailg 

perlu ditainbahkan, bahwa Peinerintahan Daerah ineiniliki arti khusus yaitu 

pemerintahan Daerah Otonoin yang dilaksanakan inenurut atau berdasarkan 

cara desentralisasi. Penyebutan cara desentralisasi bagi peinerintahan yang 

otonom adalah berlebihan. Tidak ada otonoin tanpa desentralisasi. 

Ditinjau dari isi wewenang, peineriiltahan Daerah Otonoin 

inenyelenggarakan dua aspek otonoini. Pertama, otonomi penuh yaitu seinua 

urusan dan fungsi pemerintahan yang inenyangkut baik ~nengenai isi 

substansi mau pun tata cara penyelenggaraannya. Urusan ini dalain ungkapan 

sehari-hari disebut otonomi. Kedua, otonoini tidak penuh. Daerah hanya 

inenguasai tata cara penyelenggaraan, tetapi tidak inenguasai isi 

pemerintahannya. Urusan ini laziin disebut tugas peinbantuan (medebewind, 

atau dalain ungkapan lama disebut ~e@estuur).~' 

Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalain seluruh bidang 

peinerintahan, kecuali kewenangan dalain bidang politik luar negeri, 

pertahanan keainanan, peradilan, inoneter dan fiskal, againa, sei-ta 

kewenangan bidang lain. Khusus di bidang keagainaan sebagian kegiatannya 

dapat ditugaskan oleh Peinerintah kepada Daerah sebagai upaya 

ineningkatkan keikutsertaan Daerah dalain inenuinbuh-kembangkan 

kehidupan beragaina. Sedangkan keweilangan bidang lain ineliputi kebijakail 

21 Bagir Manan, Op.Cit. hlm. 102. 



tentang perencanaan nasional dan pengendalian peinbangunan nasional secara 

inakro, dana periinbangan keuangan, sistein adininistrasi negara dan leinbaga 

pereltonoinian negara, pembinaan dan peinberdayaan suinber daya manusia, 

pendayagunaan suinber daya alain serta teknologi tinggi yang strategis, 

konservasi, dan standardisasi n a ~ i o n a l . ~ ~  

Ditinjau dari lingltungan jabatan, peinerintahan Pusat inewakili 

cakupan wewenang atau kekuasaan yang lebih luas. Peinerintahan Daerah 

Otonorn hanya inenyelenggarakan fungsi peinerintahan di bidang eksekutif 

atau secara lebih tetap administrasi negara dan fungsi pernerintahan di bidang 

legislatif. 

Dengan demikian, kalau dilihat dari kekuasaan pernerintahan Daerah 

Otonom, maka peinerintahan dapat dibedakan menjadi tiga k e ~ o r n ~ o k : ~ ~  

1. Peinerintahan dalain arti seinpit yaitu penyelenggaraan kekuasaan 

eltsekutif atau adininistrasi negara. 

2. Pelnerintahan dalam arti agak luas yaitu penyelenggaraan ltekuasaan 

eksekutif dan legislatif tertentu yang melekat pada pernerintahan Daerah 

Otonom. 

3. Peinerintahan dalarn arti luas yang inencakup sernua lingkungan jabatan 

negara di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lain sebagainya. 

Pengertian pemerintah inenurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004, secara normatif (positieJFechtelijk) dibedakan antara Peinerintah Pusat 

dan Pernerintah Daerah. 

22 Deddy Supriady Bratakusu~nah dan Dadang Solihin, Otononzi Penyelenggaraan Pernerintalzarz 
Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 10-1 1. 



Peinerintah Pusat diartikan sebagai perangkat negara kesatuail 

Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Menteri-inenteri. 

Peinerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonoin 

yang lain sebagai Eksekutif Daerah. 

Pengertian-pengertian yuridis tersebut ~nenunjukkan satu persamaan. 

Pe~nerintah semata-inata diartikan sebagai peilyelenggara lteltuasaa~l 

eksekutif atau ad~ninistrasi negara. Seperti diutaraltan di multa, peinerintahan 

dala~n kaitan dengan pengertian peinerintahan Pusat inengandung arti yang 

luas baik di bidang penyelenggaraan pelnerintahan (eltseltutif) inau pun 

penyelenggaraan negara pada uinuinnya. Pengertian ini berbeda kalau dilihat 

dari perspektif hubungan Pusat dengan Daerah. Di sini, pelnerintahan pusat 

hanya dalaln arti seinpit yaitu penyelenggara kekuasaan e l t s ek~ t i f .~~  

Pelnerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat Daerah 

lainnya, yang terdiri dari Dewan Penvakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah, 

dan Perangkat ~ a e r a h . ~ ~  

Kepala Daerah adalah pimpinan eltseltutif (chief executive) di 

lingkungan Pe~nerintah Daerah. Kepala Daerah Provinsi adalah Gubernur. 

Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati. Kepala Daerah Kota adalah 

Walikota. Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (lihat uraian terdahulu). Undang-undang No~nor 32 Tahuil 

2004 ~nenghapus sebutan Kepala Daerah Tingkat I dan Tingkat 11. Hal ini 

sejalan dengan penghapusan sebutan Daerah Tingkat 1 dan Tingltat 11, 

23 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Loc.cit., hlm. 103. 
24 Bagir Manan, Op.Cit. hlm. 104. 



dilukiskan sebagai adanya hubungan berjenjailg (hirarltis). Di lihat dari 

asalnya, pandangan ini tidak benar. Sebutan tingkat I dan tiilgkat I1 

dimaksudkan sebagai lapisan (tier) tidak perlu bersifat h i r a r k i ~ . ~ ~  

Sejalan dengan pelaksanaan Otoiloini Daerah, peranan Kepala Daerah 

diharapkan inainpu ineinahaini perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat 

dalain perspektif nasional inaupun internasional. Keberhasilan untuk 

inenyesuaikan perubahan akan sangat ditentultan oleh Kepala Daerah sejauh 

inana dapat inengembangkan visi dan inisi organisasi. Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah inempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka 

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, ltesejahteraan 

masyarakat, ineineIihara hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah serta antar Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan 

Republik ~ n d o n e s i a . ~ ~  

Paradigma baru Otonomi Daerah harus diterjemahkan oleh Kepala 

Daerah sebagai upaya untuk inengatur kewenangan pelnerintahan sehingga 

serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan inasyarakat, karena Otonoini 

Daerah bukanlah tujuan, inelainkan suatu instruinen untuk inencapai tujuan. 

Instrulnen tersebut harus digunakan secara arif oleh Kepala Daerah tanpa 

harus menilnbulkan konflik antara Pusat dan Daerah, atau antar Provinsi dan 

KabupatenJKota, karena jika deinikian makna Otonoini Daerah inenjadi 

kabur. Dalam kondisi yang sedeinikian ini setiap Kepala Daerah harus 

waspada terhadap inunculnya hubungan antar-tingltat peinerintahan yang 

- 

25 Deddy Supriyadi Bratakusulnah dan Dadang Solihinin, Loc.cit., hlm. 13. 
26 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonorni Daerah, Loc.cit., hlm. 129. 



bergerak dalaln saling ketidakpercayaan, atau suasana lturang harinonis 

seperti munculnya egoisine inasing-inasing tanpa inenyadari bahwa f~lngsi 

pemerintahannya hanya meliputi tiga ha1 yaitu pelayanan ltepada masyaraltat 

(sewices); inelnbuatkan pedomanlarah atau ketentuan ltepada masyaraltat 

fiegulation); dan pemberdayaan (enlpowerment). Ke~nungltinan lain adalah 

Kepala Daerah hanya menuntut kewenangan yang menjadi mililtnya, tanpa 

~nenyadari bahwa kewenangan tersebut harus diartikan sebagai ~ne~nbesarnya 

pula tanggung jawab Kepala Daerah dan seluruh rakyat di Daerah untuk 

inenciptakan keadilan, de~nokrasi dan pemberdayaan inasyarakat demi 

terciptanya tingkat kesejahteraan inasyarakat yang lebih baik.28 

Di masa lalu, banyak inasalah terjadi di daerah yang tidak tertangani 

secara baik karena keterbatasan kewenangan pe~nerintah daerah di bidang itu. 

Ini berkenaan antara lain dengan konflik pertanahan investasi, lterusakan 

lingkungan, alokasi anggaran dari dana subsidi pemerintah pusat, penetapan 

prioritas pembangunan, penyusunan organisasi peinerintahan yang sesuai 

dengan kebutuhan daerah, pengangkatan dalam jabatan struktural, perubahan 

batas wilayah administrasi, pe~nbentukan Itecarnatan, kelurahan dan desa, 

serta peinilihan kepala daerah. Sekarang, pemerintah dan lnasyarakat di 

daerah dipersilahkan inengurus ruinah tangganya sendiri secara bertanggung 

jawab. Pemerintah Pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi 

mereka. Peran pemerintah pusat dalain kontelts desentralisasi ini adalah 

27 Deddy Supriyadi Bratakusumah dan Dadang Solihinin, Loc.cit., 61. 
2s .I. Icaloh, Loc.cit., hlm. 16-17. 



~nelakukan supervisi, memantau, ~nengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

otono~ni daerah.29 

Kalau pun ilnplementasi Otonomi Daerah diarahkan sebagai 

~nembesarnya kewenangan Daerah, kewenangan itu harus dikelola secara 

adil, jujur dan demokratis. Dalam hubungan itu, Kepala Daerah harus lnalnpu 

~nengelola kewenangan yang diterima secara efeltif dan efisien de~ni 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Daerah. Cara pandang yang 

demikian inilah yang tepat untuk menjelaskan hubungan antara Kepala 

Daerah dan Otonomi ~ a e r a h . ~ '  

Bupati, Walikota semata-mata sebagai unsur (pejabat) Otonomi, 

karena tidak ada lagi dekonsentrasi dalam lingkungan pemerintahan 

Kabupaten dan Kota. Gubernur ~nasih ~ne~npunyai fungsi rangkap yaitu 

sebagai Wakil Pusat (dekonsentrasi) di samping sebagai Kepala Daerah 

(Otonom). Sebenarnya, tidak ada keperluan memberikan fungsi rangkap pada 

Gubernur. Pengalaman selama ini menunjukkan, Gubernur, Bupati, Walikota 

yang ~nenjalankan fungsi rangkap lebih ~nenonjolkan diri sebagai Wakil Pusat 

(deltonsentrasi) dari pada sebagai pirnpinan Daerah Otonom. 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara bersa~naan 

(sebagai pasangan) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dikonsultasikan dengan Presiden. Konsultasi ini merupalta~l 

ltonsekuensi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Wakil Pusat di Daerah. 

29 Syaukani dkk, Loc.cit., hlm. 172- 173. 
3 0 J. ICaloh, Loc.cit., 17. 



Kepala Daerah inewakili daerahnya di dalain dan di luar pengadilan. 

Ketentuan ini terutaina bertalian dellgall kedudukan dan hubungan 

lteperdataan yang dilakukan Daerah. Daerah adalah subjek hultuill (publiek 

~*echtspersoon) yang dapat inelakukan atau terkena perikatan lteperdataan. 

Dalain tindaltan yang bersifat publik, tanggung-jawab ada pada alat 

perlengkapan daerah yaitu pejabat yang bertindak atau yang ineinbuat 

keputusan. 

Kepala Daerah inempunyai inasa jabatan liina tahun dan dapat dipilih 

keinbali untuk satu kali inasa jabatan. Dengan pekataan lain, seseorang dapat 

inenjadi kepala daerah paling lama dua kali inasa jabatan berturut-turut. 

Pada akhir inasa jabatannya, Kepala Daerah inenyampailta~~ 

pertanggung jawaban kepada Dewan Penvakilan Rakyat Daerah. Apabila 

pertanggungjawaban ditolak, Kepala Daerah bersangkutan tidak dapat 

dicalonkan keinbali. 

Ketentuan-ketentuan mengenai Kepala Daerah pada uinuinnya berlaku 

terhadap Wakil Kepala Daerah, kecuali pertanggungjawaban. Wakil Kepala 

Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, tidak kepada Dewan 

Penvakilan Rakyat Daerah. Seinestinya Wakil Kepala Daerah juga 

bertanggungjawab kepada Dewan Penvakilan Rakyat Daerah. Wakil Kepala 

Daerah dapat inelakukan kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan Kepala 

Daerah. 

Setiap Daerah hanya inempunyai satu Wakil Kepala Daerah. Wakil 

Kepala Daerah inenggantikan Kepala Daerah salnpai habis jabatannya. Kalau 



berhalangan tetap, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi. Ketentuan ini 

dapat menunjukkan bahwa jabatan Wakil Kepala Daerah tidak penting, 

selama ada Kepala Daerah. Apabila Kepala Daerah berhalangan tetap, dan 

tidak ada Wakil Kepala Daerah, Seltretaris Daerah untuk selnentara 

lnenjalankan tugas-tugas Kepala Daerah. Dala~n ha1 Kepala Daerah dan 

Waltil Kepala Daerah berhalangan tetap secara serentak, Dewan Perwaltilan 

Rakyat Daerah dala~n waktu paling lambat tiga bulan telah menyelenggarakan 

pernilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Selain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala DaerahIWaltil 

Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dilengkapi dengan Dinas-Dinas, 

Kecamatan, dan Kelurahan. Keca~natan yang selnula merupaltan organ 

dekonsentrasi, sekarang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

rnenjadi organ otonomi dalarn lingkungan Kabupaten atau Kota. Mengenai 

Kelurahan inerupakan satuan pemerintahan di bawah Kecamatan. Kelurahan 

~nenerima pelimpahan sebagian wewenang Kecamatan. Lurah sebagai Kepala 

Kelurahan diangkat Bupati atau Walikota atas usul Ca~nat  dan 

bertanggungkawab kepada Camat. Dengan demikian, Kelurahan bukan 

ltesatuan otonom seperti Desa. Kelurahan adalah pelaksana wewenang 

Kecamatan. 

Adanya pelnusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada 

PresidenIMandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

selalna lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tidalt hanya berdampak negatif di 

bidang politik, nalnun juga di bidang ekonoini dan rnoneter antara lain 



terjadinya praktek penyelenggara negara yang lebih mengur~tur~gltar~ 

ltelompok tertentu dan inemberi peluang terhadap tu~nbuhnya korupsi, ltolusi 

dan nepotisme. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tidak 11anya 

dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainltan 

juga penyelenggara negara, dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para 

pengusaha, sehingga merusalt sendi-sendi kehidupan bermasyaraltat, 

berbangsa, dan bernegara, serta ~nembahayakan eksistensi negara.3' 

Salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan negara dan 

pernerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan otonomi sebagai subsistein negara Itesatuan. 

Pemikiran mengenai otonomi sebagai alternatif dari pilihan bentult negara 

federal telah diletakkan sejak rnasa pergerakan Iteinerdekaan. Pada saat 

menyusun UUD 1945, otonomi terrnasuk salah satu pokok yang dibicarakan 

dan kemudian diinuat dalam Undang-Undang ~ a s a r . ~ ~  

Dari uraian di atas dapat dilihat adanya hubungan yang sangat erat 

antara efektivitas pemerintahan dengan pelaksanaan deinokrasi di atau dari 

bawah. Tegasnya, pelaksanaan fahain delnokrasi dapat ~nenambah efektivitas 

peinerintahan. Hal ini disebabkan karena:.33 

1. Peinerintahan dilakukan oleh rakyat daerah itu sendiri; jadi dalaln 

prinsipnya, yang inenentukan politik daerah itu adalah rakyat daerah itu. 

Maka dapatlah diharapkan bahwa politik itu altan sesuai dengan 

" Deddy Supriady Bratakusuinah dan Dadang Solihin, Loc.cit., hlm. 303. 
32 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Loc.cit., hlm. 21. 
33 Bagir Manan, Op.Cit. hlin. 12. 



Itebutuhan-kebutuhan lnasyarakat daerah itu (jadi juga memenuhi 

semboyan "pemerintahan untuk rakyat"). 

2. Dalam prakteknya, para penguasa pernerintahan daerah adalah putra- 

putra daerah itu sendiri, setidak-tidaknya orang-orang yang sudah cultup 

lama menjadi penduduk daerah itu, yang sudah tentu dapat diharapkan 

lebih lneilgetahui keadaan-keadaan daerah daripada "orang luar". 

Aki batnya, para penguasa daerah diharapkan meilgetahui pula cara 

pemerintahan yang lebih tepat bagi daerahnya. 

Selain itu, penguasa yang dianggap penting adalah penguasa hasil 

pemilihan oleh rakyat daerah itu. Bahwa penguasa itu terpilih ilierupakail 

bukti kepercayaan rakyat kepada penguasa terpilih, dan kepercayaan kepada 

peinerintah akan meniinbulkan kewibawaan, yang merupakan salah satu 

syarat bagi kelancaran jalannya pemerintahan. Selanjutnya, karena 

pemerintah daerah terdiri dari putra-putra daerah, maka dapatlah diharapkan 

akan bekerja dengan penuh semangat, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab 

yang tebal. Hal ini mempunyai pengaruh yang baik atas Itelancaran 

peinerintahan.34 

Undang-undang No~nor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

tidak meinberikan definisi tentang Kepala Daerah. Hanya dalam Pasal 24 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peinerintahan Daerah 

disebutkan bahwa: "Setiap daerah dipimpin oleh kepala pelnerintah daerah 

yang disebut kepala daerah". Ke~nudian dala~n ayat (2) disebutkan bahwa: 

34  Josef Riwu ICaho, Loc.cit., hlm. 1 1 .  



"Kepala daerah sebagaiinana diinaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut 

Gubernur, untult ltabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota". 

Selanjutnya dalam ayat (3) disebutltan bahwa: "Kepala daerah sebagairnana 

di~naksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah". 

Begitu strategisnya kedudultan dan peran Kepala Daerah dalain sistern 

pemerintahan, sehingga seorang Kepala Daerah harus lnenerapltan pola 

kegiatan yang dinamik, aktif serta koinunikatif, inenerapkan pola keltuasaail 

yang tepat inaupun pola perilaku kepe~ni~npinan yang sesuai dengan tuntutan 

ltebutuhan yang dipengaruhi oleh latar belalang individual inasing-masing 

Kepala Daerah. Dengan Kepeinirnpinan yang efektif, Kepala Daerah 

diharapkan dapat rnenerapkan dan rnenyesuailtan dengan paradigrna baru 

otonomi daerah, di tengah-tengah lingkungan strategis yang terus berubah 

seperti reinventing government, akuntabilitas, serta good governance.3s 

Sejalan dengan ha1 tersebut di atas, diperlukan figur Kepala Daerah 

yang lnarnpu ~nengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap 

inelakukan perubahan ke arah yang lebih baik.36 

Karena Otonoini Daerah bukanlah tujuan, melainkan suatu instrurneil 

untuk inencapai tujuan. Instruinen tersebut I~arus digunakan secara arif oleh 

Kepala Daerah tanpa harus rnenirnbulkan konflik antara Pusat dan Daerah, 

atau antar Propinsi dan KabupatenIKota Itarena jika deiniltian inakna 

Otonoini Daerah menjadi kabur. Dalain kondisi yang sedernikiail ini setiap 

Kepala Daerah harus waspada terhadap inunculnya hubungan antar-tingltat 

35 J. Kaloh, Loc.cit., hlm. 15. 
36 Deddy Supriady Bratakusu~nah dan Dadang Solihin, Loc.cit., hlm. 61. 



pe~nerintahan yang bergerak dala~n saling ketidakpercayaan, atau suasana 

lturang harmonis seperti munculnya egoisine inasing-inasing tanpa nlenyadari 

bahwa fungsi peinerintahannya hanya ineliputi tiga ha1 yaitu pelayanan 

kepada masyarakat (services); ineinbuatkan pedoinanlarah atau ltetentuan 

ltepada inasyarakat (regulation); dan pe~nberdayaan (en~powerrnent). 

Keinungkinan lain adalah bahwa Kepala Daerah hanya inenuntut ltewenangan 

yang inenjadi iniliknya, tanpa ~nenyadari bahwa kewenarigan tersebut harus 

diartikan sebagai ine~nbesarnya pula tanggung jawab Kepala Daerah dan 

seluruh rakyat di Daerah untuk ~nenciptakan keadilan, de~nokrasi dan 

pe~nberdayaan masyarakat de~n i  terciptanya tingkat kesejahteraan lnasyarakat 

yang lebih baik.37 

Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat 

ad~ninistrasi negara dala~n lingkungan pemerintah daerah lainnya. Kepala 

daerah dibantu wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah pimpinan eltseltutif 

(chief executive) di lingkungan pe~nerintah daerah. Kepala daerah propinsi 

adalah gubernur. Kepala daerah kabupaten adalah bupati. Kepala daerah kota 

adalah walikota. Kepala daerah bertanggungjawab kepada DPRD. Undang- 

undang No. 22 Tahun 1999 ~nenghapus sebutan Kepala Daerah Tingkat I dan 

Tingkat 11. Hal ini sejalan dengan penghapusan sebutan Daerah Tingltat I dan 

Tingkat I I .~*  

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No~nor  32 Tahun 

2004 Tentang Peinerintahan Daerah disebutkan bahwa otono~ni daerah adalah 

37 J .  Kaloh, Loc.cit., hlm. 15-17. 
3 8  Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonorni Dael-ah, Loc.cit., hlm. 129. 



hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Keinudian dalain penjelasan Undang-undang Nolnor 32 Tahun 2004 

Tentang Peinerintahan Daerah disebutkan bahwa Prinsip otono~ni daerah 

menggunakan prinsip otonoini seluas-luasnya dalain arti daerah diberilcan 

kewenangan inengurus dan mengatur selnua urusan pemerintahan di luar 

yang inenjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalaln Undang-Undang ini. 

Daerah memiliki kewenangan ineinbuat kebijakan daerah untuk lnelnberi 

pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan peinberdayaan masyarakat 

yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanalcan pula prinsip otonomi 

yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip 

bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan 

tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi 

untuk tuinbuh, hidup dan berkeinbang sesuai dengan potensi dan kekhasan 

daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonoini bagi setiap daerah tidak selalu 

salna dengan daerah lainnya. Ada pun yang diinaksud dengan otonomi yang 

bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus 

benar-benar sejalan dengan tujuan dan lnaksud pelnberian otonomi, yang 

pada dasarnya untuk melnberdayakan daerah termasuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat yang inerupakan bagian utaina dari tujuan nasional. 

Faisal H. Basri mengatakan: 



Otonomi daerah pada hakekatnya adalah suatu lteadaan yang 

ineinungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang 

diiniliknya secara optimal. Otonoini diharapkan akan mendorong keinainpuan 

daerah untuk berkeinbang sesuai dengan poteilsi dan karakteristik e k o i ~ o i ~ ~ i ,  

geogragfis dan sosial budayanya. Perlte~nbangan seperti iili akan dapat 

inengurangi kesenjangan antar daerah yang terakuinulasi selaina ini dan 

inencegah terjadinya disintegrasi bangsa.39 

D. Tinjauan Umum Pajak Dan Retribusi Daerah 

Perimbangan keuangan antara Peinerintah Pusat dan daerah adalah 

suatu sistein pembiayaan peinerintahan dalain kerangka negara kesatuan, 

yang inencakup pembagian keuangan antara pelnerintahan Pusat dan Daerah 

secara proporsional, deinokratis, adil, transparan dengan meinperhatikan 

potensi dan kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan 

pebagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, 

terinasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya40. 

Pajak ialah iuran rakyat kepada ltas ilegara (peralihan keltayaan dari 

sektor partikelir ke sektor pelnerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat 

dipaksakan) dengan tidak ~nendapatkan jasa tiinbal untuk i~~einbiayai 

39 Faisal I-I. Basri, "Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah", Makalah disa~npaikan pada Dialog 
Nasional Menyongsong Pelaksanaan Otonolni Daeralz, Universitas Brawi.jaya, Malang, 27-28 
Juli 2000, hlm. 6. 

40 Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Notnor 33 Tahun 2004 Tentang Peri~nbangan I<euangan 
Antara Peinerintah Pusat dan Daerah. 



pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau 

pendorong untuk rnencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan4'. 

Retribusi secara ulnuln adalah pembayaran-pembayaran ltepada 

negara yang dilakukan oleh lnereka yang lnenggunakan jasa-jasa negara4'. 

Atau merupakan iuran ltepada pe~nerintah yang dapat dipaltsaltan dan jasa 

balik secara langsung dapat d i t ~ n j u k ~ ~ .  

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

pelnakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau mililt daerah 

untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik 

langsung lnaupun tidak ~angsung~~ .  

Dalaln rangka meningkatka~l llte~na~npuan keuangan daerah agar dapat 

~nelaksanakan otonomi, Pe~nerintah ~nelakukan berbagai kebijakan 

perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-undang No~nor 

34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nolnor 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pe~nberian kewenangan 

dala~n pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih 

~nendorong Pe~nerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptilnalkan PAD, 

Itl~ususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. 

Otonomi Daerah yang diberlakukan sejak tahun 1999 dengan Undang- 

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pe~nerintaha~l Daerah yang telal~ 

diganti dengan Undang-undang No~nor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

41 Roch~nad Soelnitro dalaln Josef Riwu Kaho, Loc.cit., him. 129. 
42 Ibid, hlm. 153. 
43 S. Munawir dalaln Josef Riwu Kaho, 0p.Cit. hlm. 153. 
44 The Liang Gie dalaln Josef Riwu Icaho, ibid, hlm. 153. 



Daerah dan Undang-undang Nornor 25 Tahun 1999 tentang Perim bangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diganti dengan 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta peraturan perundang-undangan 

pendukung lainnya, berbagai macam respon tirnbul dari daerah-daerah. 

Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada 

Pemerintah Daerah untuk rneningkatkan PAD lnelalui pajak daerah dan 

retribusi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 34 ~ a h u n  2000 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nolnor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah telah rnemperlihatkan hasil yang mengge~nbirakan yaitu 

sejumlah daerah berhasil inencapai peningkatan PAD-nya secara signifilcan. 

Nainun, kreativitas Pemerintah Daerah yang berlebihan dan talc terkontrol 

dalaln memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan ~nenimbulkan 

dampak yang ~nerugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada 

gilirannya menyebabkan ekonoini biaya tinggi. Oleh karena itu Undang- 

undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang 

No~nor  18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap 

~nemberikan batasan kriteria pajak daerah dan retribusi yang dapat dipungut 

oleh Pemerintah Daerah. 

Apabila diperhatikan sistein perpajakan yang dianut oleh banyalc 

negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik 
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pada ulnulnnya tetap sama, yaitu harus memenuhi Itriteria urnurn tentang 

perpajakan daerah sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

I .  Prinsip ~nemberikan pendapatan yang cultup dan elastis, artinya dapat 

mudah naik turun mengikuti naildturunnya tingltat pendapatan 

masyarakat. 

2. Adil dan inerata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan 

kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap 

anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak. 

3. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, 

pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak. 

4. Secara politis dapat diteriina oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi 

dan kesadaran pribadi untuk inelnbayar pajak. 

5.  Non-distorsi terhadap pereltonomian : implikasi pajak atau pungutan 

yang hanya meniinbulkan pengaruh minimal terhadap pereltonoinian. 

Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan inenirnbulkan suatu beban 

baik bagi konsulnen maupun produsen. Jangan salnpai suatu pajak atau 

pungutan ineniinbulkan beban tambahan (extra burden) yang berlebihan, 

sehingga akan inerugikan masyarakat secara menyeluruh (dead-weight 

loss). 

4s Machfud Sidik, "Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan 
ICemampuan Keuangan Daerah", Makalah disa~npaikan pada Acara Orasi llmiah dengan Thenla 
"Strategi Meningkatkan Ke~na~npuan ICeuangan daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalanl 



Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan 

daerah harus lnelniliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaltsud, lthususnya 

yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai b e r i l t ~ t : ~ ~  

1. pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan 

antara peneriinaan pajak harus lebih besar dibandingltan ongltos 

peinungutannya. 

2. relatif stabil, artinya peneriinaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu 

besar, kadang-kadang ineningkat secara drastis dan adakalanya menurun 

secara tajain. 

3.  tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan 

(benefit) dan keinainpuan untuk meinbayar (ability to pay). 

Dalain kaitannya dengan pelaksanaan otonoini daerah, inalta 
\ 

peinberian kewenangan untuk mengadakan pelnungutan pajak selain 

inempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara urnurn, 

seyogyanya, juga harus inempertiinbangkan ketepatan suatu pajak sebagai 

pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendultung 

peinberian kewenangan kepada daerah dalaln rangka pembiayaan 

desentralisasi. 

Untuk itu, Peinerintah Daerah dalain inelakukan pungutan pajak harus 

tetap ineneinpatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat 

dikeloinpokkan inenjadi 2 (dua), yaitu : fungsi budgeter dan, fungsi regulator. 

Rangka Otonoini Daerah" Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahuil Akadelnik 2001/2002 - 
di Bandung, 10 April 2002, hlm. 2-3. 
46 Machfud Sidik, 0p.Cit. hlm. 3. 



Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk inengisi ltas negara yang 

digunakan untuk lnelnbiayai kegiatan peinerintahan daa peinbangunan. 

Seinentara, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunaltan sebagai alat 

inengatur untuk inencapai tujuan, inisalnya: pajak ~ninurnail lteras 

dimaltsudkan agar raltyat inenghindari atau mengurangi Itonsurnsi minuinan 

Iteras, pajak eltspor diinaltsudkan untuk ~nengeltang pertumbuhan eltspor 

kolnoditi tertentu dala~n rangka inenghindari ltelangkaan produk tersebut di 

dala~n negeri. 

Beberapa kriteria dan perti~nbangan yang diperlukan dala~n peinberian 

kewenangan perpajakan kepada tingkat Peinerintahan Pusat, Propinsi dan 

KabupatenJKota, yaitu:47 

1. Pajak yang diinaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok 

untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap ~nenjadi 

tanggungjawab Pe~nerintah Pusat. 

2. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu 

"niobile". Pajak daerah yang sangat "nzobile" altan lnendorong 

pelnbayar pajak inerelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya 

tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliltnya, basis pajak 

yang tidak terlalu "mobile" altan lne~nperrnudah daerah untuk 

lnenetapkan tarip pajak yang berbeda sebagai cer~ninan dari kemampuan 

masyaraltat. Untuk alasan in; pajalt Itonsumsi di banyalt negara yang 

diserahltan ltepada daerah hanya ltarena pertimbangan wilayah daerah 

47 Machfud Sidik, Op.Cit. hlm. 3-4. 



yang cukup luas. Dengan demikian, basis pajak yang "r~~obile" 

inerupakan persyaratan utaina untuk mempertahanltan di  tingltat 

pemerintah yang lebih tinggi (Pusat/Propinsi). 

3.  Basis pajak yang distribusinya sangat tiinpang antar daerah, seharusnya 

diserahltan ltepada Peinerintal~ Pusat. 

4. Pajak daerah seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objelt dan 

subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung 

sehingga dapat inendorong akuntabilitas daerah. 

5. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan .kepada pendudult 

daerah lain, karena akan inemperleinah hubungan antar pembayar pajak 

dengan pelayanan yang diteriina (pajak adalah fungsi dari pelayanan). 

6. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi suinber penerilnaan yang 

inelnadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. 

Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dail 

seharusnya tidak terlalu berfluktuasi. 

7. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah 

diadininistrasikan atau dengan kata lain perlu pertiinbangan efisiensi 

secara eltonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi 

juinlah peinbayar pajak, penegakkan hukum (law-enforcement) da11 

komputerisasi. 

8. Pajak dan retribusi berdasarltan prinsip inanfaat dapat digunaltail 

secultupnya pada semua tingkat peinerintahan, nainun penyerahan 



kewenangan pelnungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang 

inanfaatnya dapat dilokalisir bagi peinbayar pajak lokal. 

Dengan diubahnya Undang-undang Nolnor 18 Tahun 1997 inenjadi 

Undang-undang Noinor 34 Tahun 2000, diharapltan pajak daerah dan 

retribusi daerah akan inenjadi salah satu PAD yang penting guna ~ne~nbiayai  

penyelenggaraan peinerintahan dan peinbangunan daerah. Dalain Undang- 

undang Noinor 34 Tahun 2000 dan PP pendukungnya, yaitu PP No.65 Tahun 

2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah inenjelaskan perbedaan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh 

Propinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh KabupatenIKota. Pajak Propinsi 

ditetapkan sebanyak 4 (einpat) jenis pajak, yaitu : (i) Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB & KAA); (ii) Bea Balik Nama 

Kendaraan Berlnotor dan Kendaraan di Atas Air (BBlUKB & KAA); (iii) 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Berinotor (PBBKB); (iv) Pajak Pengalnbilan 

dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Perinukaan (P3ABT & AP). Jenis 

Pajak Propinsi bersifat limitatif yang berarti Propinsi tidak dapat Inelnungut 

pajak lain selain yang telah ditetapkan, dan hanya dapat inenainbah jenis 

retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalain UU. Adanya 

peinbatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh Propinsi terkait dengan 

kewenangan Propinsi sebagai daerah otonoln yang terbatas yang hanya 

meliputi ltewenangan dalain bidang pelnerintahan yang bersifat lintas daerah 

KabupatenIKota dan kewenangan yang tidak atau beluin dapat dilaksanakan 

daerah KabupatenIKota, serta ltewenangan bidang peinerintahan tertentu. 



Nalnun demikian, dala~n pelaksanaannya Propinsi dapat tidal< Inelnungut 

jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang 

memadai. Berkaitan dengan besarnya tarif, berlaku definitif untuk Pajalc 

Propinsi yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur 

dala~n PP No.65 Tahun 2001. 

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nonlor 34 

Tahun 2000 terbagi ~nenjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajalc 

kabupatenlkota. Pe~nbagian ini dilakuakn sesuai dengan kewenangan 

pengenaan dan pernungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah 

adlninistrasi provinsi atau kabupatenlkota yang bersangkutan. Berdasarkan 

Undang-undang Nolnor 34 Tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajalc 

daerah, yaitu elnpat jenis pajak provinsi dan tujuah jenis pajalc 

kabupatenlkota. 

Pajak provinsi terdiri dari: 

1. Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

2. Bea Balik Na~na Kendaraan Ber~notor dan Kendaraan di Atas Air; 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Berinotor; dan 

4. Pajak Pengainbilan dan Pe~nanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 

Pajak kabupatenlkota terdiri dari: 

1. Pajak Hotel; 

2. Pajak Restoran; 

3. Pajak Hiburan; 



4. Pajak Reltlaine; 

5. Pajak Penerangan Jalan; 

6. Pajak Pengainbilan Bahan Galian Golongan C; dan 

7. Pajak Parkir. 

Jenis-jenis pajak provinsi ditetapltan sebanyak einpat jenis pajak. 

Walaupun deinikian, daerah provinsi dapat tidak inelnungut salah satu atau 

beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah 

tersebut dipandang kurang ineinadai. Khusus untuk daerah yang setingkat 

dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalain daerah kabupatenlkota, 

seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut 

inerupakan gabungan dari pajak provinsi dan pajak untult daerah 

kabupatenlkota. 

Undang-Undang Noinor 34 tahun 2000 inerupakan penyeinpurnaan 

atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Pada Undang-Undang Noinor 

34 dilakukan beberapa perubahan atas ketentuan pajak daerah yang diatur 

dalain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Peru bahan yang dilakukan 

seperti di bawah ini: 

1. Perubahan istilah Daerah Tingkat I dan I1 inenjadi daerah provinsi dan 

daerah kabupatenkota sehingga istilah pajak Daerah Tingkat I diubah 

inenjadi pajak provinsi dan pajak daerah Tingkat I1 diubah menjadi pajak 

kabupatenlkota. Hal ini diltaitkan dengan berlakunya Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peinerintahan Daerah serta Undang- 



Undang Nolnor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Peinerintah Pusat dan Peinerintah Daerah. 

2. Memperluas terminologi Itendaraan bermotor lnenjadi Itendaraan 

bermotor dan kendaraan di atas air sehingga Pajak Kendaraan Berinotor 

d itetapltan sebagai Paj ak Kendaraan berinotor dan Kendaraan d i Atas Air 

serta Bea Balik Naina Kendaraan Berinotor dan Kendaraan di Atas Air. 

3. Pajak peinanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Perlnultaail yang seinula 

inerupakan Pajak Daerah Tingkat I1 ditetapkan menjadi pajak provinsi 

dan diubah namanya inenjadi Pajak Pengainbilan dan Peinanfaatan Air 

Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

4. Pajak Hotel dan Restoran yang seinula lnerupakan satu ltesatuan jenis 

Pajak Daerah Tingkat I1 dipisah sehingga inenjadi dua jenis pajak 

kabupatenlkota, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran. 

5 .  Menainbah satu jenis pajak kabupatenlkota, yaitu Pajak Parkir, yang 

sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nolnor 18 Tahun 1997. 

6. Menyesuaiakan istilah yang digunakan dalain penetapan pajak daerah. 

Jenis pajak KabupatenIKota tidak bersifat liinitatif, artinya 

KabupatenIKota diberi peluang untuk inenggali potensi sumber-suinber 

lteuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 

2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan 

lneinperhatikan kriteria yang ditetapkan dalain UU tersebut. Kriteria 

diinaksud adalah : 

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi; 



2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah KabupatenIKota 

yang bersangkutan dan ineinpunyai Inobilitas yang cultup rendah serta 

hanya lnelayani masyarakat di wilayah Daerah KabupatenIKota yang 

bersangkutan; 

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentai~gan dengan Itepentingan 

uinum; 

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi danlatau objek pajak 

Pusat; 

5. Potensinya memadai; 

6. Tidak inelnberikan dampak ekonoini yang negatif; 

7. Melnperhatikan aspek keadilan dan kelnalnpuan inasyaraltat; dan 

8. Menjaga kelestarian lingkungan. 

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk Pajak KabupatenIKota 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, nalnun tidak boleh lebih tinggi dari tarif 

lnaksimum yang telah ditentukan dalain UU tersebut. Dengan adanya 

peinisahan jenis pajak yang dipungut oleh Propinsi dan yang dipungut oleh 

KabupatenIKota diharapkan tidak adanya pengenaan pajak berganda. 

Dalain rangka pengawasan, Perda-perda tentang pajak dan retribusi 

yang diterbitkan oleh Peinerintah Daerah harus disainpaikan ltepada 

Peinerintah Pusat paling lainbat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan. Dalain 

ha1 Perda-perda diinaksud bertentangan dengan ltepentingan uinum danlatau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peinerintah Pusat lnelalui 

Menteri Dalain Negeri dengan perti~nbangan Menteri Keuangan dapat 



melnbatalkan perda diinaksud dalain kurun waktu 1 (satu) bulan sejak 

diterimanya peraturan dimaksud. Ketentuan-ltetentuan tersebut diatur dalaln 

pasal 5A dan pasal 25A UU No 34 Tahun 2000 juncto Pasal 80 ayat (2) PP 

No.65 Tahun 2001 dan Pasal 17 ayat (2) PP No.66 Tahun 2001. Nainun 

deinikian, walaupun Perda-perda tersebut sudah dibatalltan oleh Peinerintah 

Pusat, Peinerintah Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah 

Agung (MA) segera setelah mengajukannya kepada Pernerintah berdasarkan 

pasal 1 14 ayat (4) Undang-undang Nolnor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Pajak daerah dan retribusi daerah lnerupakan suinber pendapatan 

daerah yang penting untuk meinbiayai penyelenggaraan pe~nerintahan dan 

pembangunan daerah. 

Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada uinulnnya dalaln ltaitan 

penggalian suinber-sumber pajalt daerah dan retribusi daerah, yang 

inerupakan salah satu koinponen dari PAD, adalah beluin inemberikan 

ltontribusi yang signifikan terhadap peneriinaan daerah secara keseluruhan. 

Untuk inengantisipasi desentralisasi dan proses otonolni daerah, 

tainpaknya pungutan pajak dan retribusi daerah masill beluln dapat 

diandalkan oleh daerah sebagai suinber pembiayaan desentralisasi. Keadaan 

ini terutaina disebabkan oleh: 48 

1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang- 

undang Noinor 34 Tahun 2000 daerah KabupatenIKota dilnungkinltan 

48 Laporan Studi Darnpak Krisis Ekonomi Terhadap Iceuangan Daerah di Indonesia, LPEM 
Universitas Indonsia beke~jasarna dengan Clean Urban Project, RTI, Jakarta, 1999. 



untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, lnelihat kriteria 

pengadaan pajak baru sangat ketat, lthususnya Itriteria pajak daerah tidalt 

boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat dan Pajak Propinsi, 

diperltiraltan daerah ~nemiliki basis pungutan yang relatif rendah dan 

terbatas, serta sifatnya bervariasi ailtar daerah. Rendal~nya basis pajalt ini 

bagi sementara daerah berarti ~nemperltecil ltelnampuan lteuangan daerah 

dalaln menghadapi krisis eltonomi. 

2. Perannya yang tergolong kecil dalaln total penerimaan daerah. Sebagian 

besar penerimaan daerah lnasih berasal dari bantuan Pusat. Dari segi 

upaya peinungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini lnengurangi 

usaha daerah dalaln peinungutan PAD-nya, dan lebih mengandalltan 

kemampuan negosiasi daerah terhadap Pusat untuk ~nemperolel~ 

talnbahan bantuan. 

3 .  Kemampuan administrasi pelnungutan di daerah yang inasih rendah. Hal 

ini inengakibatkan bahwa pelnungutan pajak cenderung dibebani ole11 

biaya pungut yang besar. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sisteim 

"target" dalaln pungutan daerah. Sebagai altibatnya, beberapa dael-ah 

lebih condong ineinenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan 

ekono~ni sebenarnya peinasukkan pajak dan retribusi daerah dapat 

melainpaui target yang ditetapkan. 

4. Kelna~npuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal ini 

~neilgakibatkan Itebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. 

Selama ini, peranan PAD dalaln lne~nbiayai ltebutuhan pengeluaran 



daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah yaitu lturang dari 10% 

hingga 50%. Sebagian besar daerah Propinsi hanya dapat lnembiayai 

ltebutuhan pengeluarannya kurang dari 10%. Variasi dala~n peneri~naan 

ini diperparah lagi dengan sistem bagi hasil (bagi hasil didasarkan pada 

daerah penghasil sehingga hanya lnenguntungkan daerah tertentu). 

Demiltian pula, distribusi pajak antar daerah juga sangat tinlpang ltarena 

basis pajak antar daerah sangat bervariasi (ratio PAD tertinggi deilgan 

terendah inencapai 600). Peranan pajak dan retribusi daerah dala~n 

pernbiayaan yang sangat rendah dan bervariasi juga terjadi ltarena adanya 

perbedaan yang sangat besar dalam juinlah penduduk, keadaan geografis 

(berdampak pada biaya yang relatif inahal), dan lteinainpuan masyarakat, 

sehingga mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan 'kepada masyarakat 

sangat bervariasi. 

Keti~npangan dala~n penguasaaan sumber-sumber penerilnaan pajak 

tersebut memberikan petunjuk bahwa perimbangan keuangan antara 

Peinerintah Pusat dan Daerah di Indonesia dari sisi peneri~naan masih terlalu 

"sentralistis ". 

Ciri utama yang ~nenunjukkan suatu daerah otono~n mampu 

berotono~ni yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah 

otonoin harus inemiliki kewenangan dan kemainpuan untuk menggali 

surnber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan 

sendiri yang cukup ~nemadai untuk ~neinbiayai . penyelenggaraan 

pernerintahan daerahnya. 



Ketergantungan kepada bantuan Pusat 11arus seminirnal mungltin, 

sellingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus ~nenjadi bagian 

su~nber keuangan terbesar, yang didukung oleh ltebijakan perimbangan 

keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem 

pe~nerintahan negara. Berkaitan dengan ha1 tersebut, opti~nalisasi sumber- 

sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemalnpuan keuangan 

daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan eltstensifikasi subyelt dan 

obyek pendapatan. Dalain jangka pendek kegiatan yang paling lnudah dan 

dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap 

obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui 

peinanfaatan teknologi informasi. Dengan lnelakultan efektivitas dan efisiensi 

sulnber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan 

produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek 

pendapatan baru yang inemerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. 

Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna inengintensifkan pajak 

mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan 

selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan 

prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem 

berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang 

disampaikan tidak Itonsisten, versi data yang berbeda dan data yang ada 

sudall ketinggalan (tidak up-to-date). Permasalahan pada sistein pemungutan 

pajak cukup banyak, misalnya : baik dala~n ha1 data wajib pajaldretribusi, 



penetapan jurnlah pajak, juinlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajalt 

yang tidak optimal. 

Secara uinum, upaya yang perlu dilaltukan oleh Peinerintah Daerah 

dalain ranglta lneningkatkan pendapatan daerah ~nelalui optirnalisasi 

intensifikasi pelnungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat 

dilakukan dengan cara-cara sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

1. Mernperluas basis penerirnaan 

Tindakan yang dilakukan untuk ineinperluas basis peneriinaan yang 

dapat dipungut oleh daerah, yang dalaln perhitungan ekono~ni dianggap 

potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pernbayar pajak 

barulpotensial dan juinlah pembayar pajak, ineinperbaiki basis data 

objek, inernperbaiki penilaian, inenghitung kapasitas penerimaan dari 

setiap jenis pungutan. 

2. Melnperkuat proses pelnungutan 

Upaya yang dilakukan dalain ineinperkuat proses peinungutan, yaitu 

antara lain rneinpercepat penyusunan Perda, rnengubah tarif, khususnya 

tarif retribusi dan peningkatan SDM. 

3 .  Meningkatkan pengawasan 

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan lnelakukan 

perneriksaan secara dadakan dan berkala, rnelnperbailti proses 

pengawasan, rnenerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanltsi 

4%achfud Sidik, op.cit., hlm. 8-9. 



terhadap pihak fiskus, serta meningltatltan pe~nbayaran pajak dan 

pelayanan yang diberikan oleh daerah. 

4. Meningkatltan efisiensi adininistrasi dan nleneltan biaya pernungutan 

Tindakan yang dilakukan ole11 daerah yaitu antara lain ~ne~nperbailti 

prosedur adininistrasi pajak melalui penyederhanaan ad~nnistrasi pajak, 

ineningkatkan efisiensi pelnungutan dari setiap jenis pemungutan. 

5 .  Meningkatkan kapasitas peneri~naan inelalui perencanaan yang lebih 

baik. 

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi 

terkait di daerah. 

Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu 

inelalui kebijaksanaan Pelnerintah untuk ~nemberikan kewenangan 

perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, 

perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakail Indonesia sendiri ~nelalui 

siste~n peinbagian langsung atau beberapa basis pajak Pelnerintah Pusat yang 

lebih tepat dipungut oleh daerah. Berkaitan dengan ha1 tersebut, ada gagasan 

yang berkembang di kalangan para paltar internasional, akade~nisi lnaupun 

praktisi di bidang desentralisasi fisltal, untuk mena~nbahkan taxing power 

ltepada Pe~nerintah Daerah. Untuk itu perlu dicarikan upaya untuk 

~neningkatkan taxing power Daerah antara lain melalui pengalihan 

sepenuhnya beberapa pajak Pusat kepada Daerah (artinya daerah sepenuhnya 



inenetapkan basis pajak, tarif maupun adlninistrasi pemungutani~ya), 

pengalihan sebagian Penerirnaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ltepada 

Daerah. KabupatenIKota perlu diberikan ta~nbahan pendapatan dengan 

~nernberikan kewenangan penuh inelnungut pajak sa~npai dengan besaran 

tertentu. PBB dan BPHTB dapat dialihltan ~nenjadi pajak Daerah dan 

Pe~nerintah KabupatenIKota diberiltan wewenang untuk lnenetapkan dasar 

pengenaan pajak (tax-base) dan tarif sampai dengan batas tertentu atas kedua 

jenis pajak tersebut, lneskipun untuk se~nentara waktu ad~ninistrasinya altan 

tetap dilakukan oleh Pe~nerintah Pusat. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 

Pasal25lPasal29 Orang Pribadi yang sekarang dibagihasilkan kepada Daerah 

dapat dialihkan. Kebijakan ini seltaligus dil~arapltan dapat ~nenghilangkail 

upaya Daerah untuk rnenggali sumber-sumber PAD yang berda~npak distortif 

terhadap perekonornian. 



BAB I11 

PERANAN DIPENDA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

KABZPATEN INDRAGIRI HILIR. 

A. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir 

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir Nomor 15 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalarn Peraturan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi 

Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir diatur 

secara lengkap sebagai berikut: 

Pasal 1: 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

a. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir; 

b. Pernerintah daerah adalah Pernerintah Kabupaten Indragiri Hilir; 

c. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri hilir; 

d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Indragiri hilir; 

e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Indragiri Hilir; 

f. Dinas adalah dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir; 



g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir; 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir; 

i. Keloinpok Jabatan Fungsional adalah Keloinpok yang melaksanalan 

kegiatan teknis sesuai bidang keahlian yang diinilikinya; 

j. Koordinasi adalah pengaturan suatu organisasi dan tindakan-tindakan 

yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau siinpang siur; 

k. Integrasi adalah penggabungan, peleburan atau perpaduan dari yang 

berbeda dalain satu sistein; 

I. Singkronisasi adalah penyesuaian antara dua sistein yang berbeda agar 

dapat inenyatu dalam satu kesatuan yang utuh; 

in. Si~nplikasi adalah penyederhanaan garis wewenanglbirokrasi agar tidak 

terjadi tumpang tindih dalam inelaksanakan tugas. 

Pasal2: 

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk dan ditetapkan Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir. 

Pasal3: 

Ayat (1) Dinas adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang 

pendapatan daerah; 

Ayat (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah inelalui Sekretaris Daerah. 



Pasal4: 

Dinas Pendapatan Daerah lnelnpunyai tugas pokok ~nelaltsanakan 

kewenangan Otono~ni Daerah dibidang pendapatan dan peneri~naan daerah. 

Pasal 5: 

Untuk ~nenyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Dinas Pendapatan 

Daerah ~ne~npunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan penyusunan rencana pencairan di bidang anggaran daerah; 

b. Pelaksanaan pe~nantauan dan pengendalian pendapatan daerah; 

c. Pengembangan upaya-upaya peningkatan pendapatan;. 

d. Perumusan dan pendataan serta penetapan peneriman; 

e. Penyusunan data dan infor~nasi di bidang pendapatan dan penerimaan 

daerah; 

f. Pelaksanaan penagihan, pelnbukuan dan verifikasi; 

g. Penagihan dan perhitungan serta restitusi; 

11. Penyelesaian keberatadgugatan; 

i. Penatausahaan retribusi dan pendapatan lain-lain; 

j. Pelaksanaan inventarisasi dan pelnbukuan benda dan barang kebutuhan; 

k. Penetapan dan penagihan pajak dan non pajak; 

1. Pengkaj ian upaya-upaya peningkatan pendapatan; 

in. Pengembangan siste~n infor~nasi keuangan dan nletoda pendapatan 

daerah; 

n. Pelaksanaan adininistrasi uinuin, penyusunan program, Iteuangan, 

ltepegawaian dan pelengkapan; 



o. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

Pasal 6: 

Untuk inelaksanakan fungsi sebagaiinana di~naltsud pad apasal 5, Dinas 

Pendapatan Daerah lnempunyai kewenangan sebagai beriltut: 

a. Perencanaan dan pengendalian pe~nbangunan regional secara maltro di 

bidang pendapatan; 

b. Penelitian di bidang pendapatan daerah yang lnencakup wilayah 

Kabupaten bidang pendapatan; 

c. Penyusunan kebijaksanaan teknis dan prograin Iterja; 

d. Penyelenggaraan pemungutan dan pelnasukan pendapatan daerah; 

e. Pelaksanaan kegiatan dan lteserasian yang berhubungan dengall 

peningkatan pendapatan daerah; 

f. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; 

g. Penetapan kebijakan untuk inendukung pelnbangunan bidang pendapatan 

daerah; 

h. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan ininiinal dalain 

bidang pendapatan daerah; 

i. Penyusunan rencana dan prograin bidang peildapatan daerah; 

j . Penyelenggaraan sistein pendapatan daerah; 

k. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatillan bidang 

pendapatan daerah; 



1. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang- 

undangan bidang pendapatan daerah. 

Pasal 7: 

Ayat (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Bagian Tata Usaha; 

c. Bidang Pendataan dan Penetapan; 

d. Bidang Pajak, retribusi dan Pendapatan Lain-Lain; 

e. Bidang Pembukuan dan Verifikasi; 

f. Bidang Penagihan; 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 

h. Keloinpok Jabatan Fungsional. 

Ayat (2) Bagan Organisasi Dinas adalah sebagaimana terlainpir yang 

lnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 8: 

Kepala Dinas meinpunyai tugas dan tanggung jawab memilnpin kegiatan 

Dinas, baik adminitratif lnaupun operasional sesuai dengan tugas pokok, 

fungsi dan wewenang Dinas. 

Pasal 9: 

Bagian Tata Usaha dipimpin ole11 seorang ltepala Bagian Tata Usaha yang 

ineinpunyai tugas nleinbantu Kepala Dinas inenyelenggarakan adininistrasi 

dan urusan urnum, program, keuangan, kepegawaian dan urusan 

perlengkapan serta iventarisasi benda dan barang kebutuhan. 



Pasal 10: 

Bagian Tata Usaha terdiri dari : 

a. Subbagian Program, uinuin dan Perlengkapan; 

b. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan. 

Pasal 1 1 : 

Bidang Pendataan dan Penetapan dipiinpin oleh seorang Kepala Bidang 

ineinpunyai tugas membantu Kepala Dinas inelaksanakan pendataan dan 

penetapan, peineriksaan datas erta dokuinentasi. 

Pasal 12: 

Bidang Pendataan dan penetapan, terdiri dari: 

a. Seksi Pendataan dan penetapan; 

b. Seksi Peineriksaan data dan dokuinentasi. 

Pasal 13: 

Bidang Pajak, retribusi dan Pendapatan Lain-lain dipiinpin oleh seorang 

Kepala Bidang meinpunyai tugas ineinbantu Kepala Dinas inelaltsanakan 

penatausahaan peneriinaan pajak dan retribusi serta pendapatan lain-lain. 

Pasal 14: 

Bidang Pajak, retribusi dan Pendapatan Lain-lain, terdiri dari: 

a. Seltsi Pajak dan Non Pajak; 

b. Seksi Retribusi dan pendapatan Lain-lain. 



Pasal 15: 

Bidang Pernbukuan dan Verifikasi dipiinpin oleh seorang Kepala Bidang 

inelnpunyai tugas ~nembantu Kepala Dinas ~nelaksanaltan pe~nbultuan dan 

verifikasi, penghitungan restitusi serta pelaporan. 

Pasal 16: 

Bidang Pembukuan dan Verifikasi, terdiri dari: 

a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi; 

b. Seksi Pelaporan dan Restitusi. 

Pasal 17: 

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang lnelnpunyai tugas 

inembantu Kepala Dinas lnelaksanakan penagihan, pertiinbangan 

penyelesaian keberatan serta tugas pengendalian. 

Pasal 18: 

Bidang Penagihan, terdiri dari: 

a. Seksi Pengendalian dan Penagihan; 

b. Seksi Pertimbangan penyelesaian keberatan. 

Pasal 19: 

Ayat (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas disingltat UPTD inelaksanakans 

ebagian tugas Dinas yang lnelnpunyai wilayah kerja satu atau beberapa 

Kecainatan; 

Ayat (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara 

operasional dikoordinasikan oleh Calnat. 



Pasal 20: 

Ayat (1) Jabatan Fungsional lnelnpunyai tugas inelaksanaltan ltegiataii tehnis 

fungsional dibidang Pendapatan Daerah; 

Ayat (2) Keloinpok Jabatan Fungsional sebagiinana diinaltsud pada ayat (1) 

pasal ini dipiinpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaltu Ketua 

Keloinpok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas; 

Ayat (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Sub Kelolnpok - 

Sub Keloinpok sesuai keahlian fungsional; 

Ayat (4) Juinlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarltan sifat, jenis dan 

be ban kerja. 

Pasal2 1 : 

Ayat (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari 

pegawai Negeri Sipil yang inemenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah; 

Ayat (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, 

Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan 

diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas inelalui Sekretaris 

Daerah; 

Ayat (3) Pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan sebagaiinana ayat ( I )  

daii (2) pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan yaiig berlaku. 

Pasal22: 

Ayat (1) Dalain inelaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata 

Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seltsi, Icepala UPTD, 



kelolnpok Jabatan Fungsional wajib lnenerapltan prinsip Itoordinasi, integrasi, 

sinkronisasi dan si~nplifikasi secara vertical lnaupun horizontal; 

Ayat (2) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala 

Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, ltepala UPTD, Kelompolt Jabatan 

Fullgsional diatur dan ditetapltan secara tersendiri lnelalui Keputusan Kepala 

Daerah. 

Pasal23 : 

Setiap pilnpinan satuan organisasi dan atau satuan kerja wajib mematuhi 

ltetentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah 

lnelalui atasan masing-masing lnenurut hirarkhi organisasi. 

Pasal24: 

Suinber-sumber pelnbiayaan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Subsidi dan atau bantuan Pelnerintah / Pelnerintah 

Propinsi serta bantuan Lembaga lainnya dengan persetujuan Kepala Daerah. 

Pasal25: 

Ayat (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, lnaka Peraturan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir Noinor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

dinyatakan tidak berlaku lagi; 

Ayat (2) Hal-ha1 yang beluin diatur dalaln Peraturan Daerah ini akan diatur 

lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. 
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B. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir Tahun 2005 

Dalam rangka pelaksanaan Otonorni Daerah sesuai dengan Undang- 

Undang No. 32 tahun 2004, rnaka setiap daerah Kabupaten 1 Kota harus 

lnalnpu menyelenggarakan urusan rurnah tangganya dengan ditopang oleh 

lternarnpuan pernbiayaan terutama yang bersurnber dari hasil potensi daerah 

sendiri. 



Bertitik tolak dari ha1 diatas, maka diperlukan suatu perencallaan yang 

inatang yang dapat diaktuliasasikan/dilaksanaltan dengan dultungan inforlnasi 

dari inasukan dari seinua pihak yang dipadukan kedalam suatu visi dan inisi 

yang dapat menjadi penduan dalain pelaltsanaan diinasa yang altan datang. 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah IVoinor 15 tahun 2004 dengan tugas 

melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalain rangka tugas desentralisasi 

dan peinbantuan dibidang pendapatan daerah. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pendapatan Daerah 

inempunyai fungsi: 

1. Pelaksanaan penyusunan rencana pencairan dibidang Anggaran Daerah. 

2. Pelaksanaan pe~nantauan dan pengendalian pendapatan daerah. 

3.  Pengembangan upaya-upaya peningkatan pendapata daerah. 

4. Perumusan, pendapatan, dan penetapan penerimaan. 

5. Penyusunan data dan inforinasi dibidang pendapatan dan peneriinaan. 

6. Pelaksanaan, penagihan, pembukuan, dan vertifikasi. 

7.  Penagihan dan perhitungan serta restitusi. 

8. Penyelesaian keberatanlgugatan. 

9. Penatausahaan retribusi dan pendapatan lain-lain. 

10. Pelaksanaan inventarisasi dan pembukuan benda dan barang Itebutuhan. 

1 1. Penetapan dan penagihan pajak dan no11 pajak. 

12. Pengkajian upaya-upaya peningkatan pendapatan. 



13. Pengembangan sisteln inforlnasi keuangan dan lnetoda pendapatan 

daerah. 

14. Pelaksanaan adlninistrasi umuin, Iceuangan, Icepegawaian, da i~  

perlengkapan. 

15. Pengelolaan cabang Dinas Pendapatan Daerah dan UPTD. 

Untuk rnelaksanakan fungsi-fungsi seperti tersebut di atas, Dinas 

Pendapatan Daearah Kabupaten Indragiri Hilir lnenetapkan visi dan misi, 

tujuan dan sasaran, strategi pencapaian tujuan dan sasaran, program yang 

akan dilaksanakan dan rencana kerja. 

1. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah 

Pada dasarnya visi inerupalcan suatu pandangan tentang apa yang 

seharusnya dicapai oleh organisasi, sedanglcan Visi Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang inerupakan salah satu bagian 

internal dari visi Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan lnaka Visi 

Dinas Pendapatan Daerah yaitu "Terwujudnya penerimaan asli daeralz 

PAD yang optimal, melalui potensi dan sumber daya alam didukung 

sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang professional 

dalam rangka kesinambungan pembangunan ". 

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu: 

a. Meningkatkan kinerja Aparatur Dinas Pendapatan Daerah lnelalui 

Pendidikan dan Pelatihan. 



b. Meningkatkan dan lnengoptimalkan kelengkapan Data sel-ta 

pengkajian Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui 

sumber daya alain yang dimiliki. 

c. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk Itelancaran pelaltsanaa~~ 

tugas. 

d. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur dil ingltungan Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 

e. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap wajib pajak da11 

waj i b retribusi daerah secara profesional. 

f. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk Itepentingan 

Peningkatan Pendapatan Asli daerah. 

g. Meningkatkan Penegakan Supremasi Hukum baik terhadap Aparatur 

mapun terhadap wajib pajak 1 wajib retribusi. 

Tujuan dan Sasaran 

a. Tujuan 

Dalam rangka mencapai visi dan misi dari Dinas Pendapatan 

daerah Kabupaten Indragiri sebagaimana yang dikemukaltan 

terdahulu, maka perlu dijabarkan keadaan dalam bentuk yang lebih 

terarah dan operasional berupa perbuatan tujuan dan sasaran 

organisasi. 

Tujuan Dinas Pendapatan Daerah adalah: 

1) Meningkatkan kwalitas pelayanan terhadap wajib pajauretribusi 

daerah. 



2) Meningkatkan akuntabilitas public peinerintah. 

3) Meningkatkan kesadaran rnasyarakat terhadap halt dan 

Itewajiban sebagai warga Negara yang baik. 

4) Meningkatkan keinainpuan lteuangan daerah untuk 

penyelenggaraan Pernerintah dan belanja pernbangunan. 

b. Sasaran 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang 

akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalain 

jangka waktu tahunan, seinesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran 

diusahakan dalam bentuk kwantitatif dan kwalitatif sehingga dapat 

diukur apainyang ingin dicapai inelalui tindakan yang akan 

dilakukan untuk inencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai itu 

adalah: 

1) Meningkatkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. 

2) Meningkatkan kesadaran inasyarakat terhadap hak dan 

kewajiban selaku warga Negara yang baik. 

3) Meningkatkan kwalitas pelayanan ltepada inasyarakat. 

4) Adanya data-data objek dan subjek pajak 1 retribusi yang akurat. 

5) Meningkatkan akuntabilitas publik. 

6) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalain peneriinaan 

Pendapatan Asli Daerah. 



3.  Strategi Pencapaian Tujuan Dan Sasaran 

Kebijakan adalah suatu pedoinan yang dilaksanaltan Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam inengalnbil langltah 

dan tindakan-tindakan tertentu yang seinuanya diarahkan untuk inencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapltan, yang ineliputi: 

a. Kebijakan publik; yaitu suatu kebijakan yang dilaltsanakan dala~n 

rangka ineningkatkan fungsi pelayanan yang terbaik. 

b. Kebijakan teknis; yaitu suatu kebijakan yang dilaksanakan agar 

sistein dan prosedur perpajakan dan retribusi dapat terlaltsana 

dengan sebaik-baiknya. 

c. Kebijakan alokasi suinber daya organisasi (Sarana dan Prasarana); 

yaitu suatu kebijakan yang dilaksanakan dalain rangka mendukung 

pelaksanaan kebijakan publik dan kebijakan teknis. 

d. Kebijakan personalia; yaitu suatu kebijakan pengendalian personal 

dalain rangka pencapaian tujuan organsiasi secara'inenyeluruh. 

e. Kebijakan keuangan; yaitu suatu kebijakan pengendalian personal 

dalain rangka pencapaian tujuan organsiasi secara inenyeluruh. 

f. Kebijakan keuangan; yaitu suatu kebijakan yang dilaksanakan dalain 

lnenunjang kegiatan operasionallteknis dilapangan. 

Strategi yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir adalah lnerupaltan penjabaran kebijakan sebagai arah dari 

pencapaian tujuan dan sasaran yang ineinbeirltan ltonstrultsi terhadap 

pencapaian Visi dan Misi yang telah ineliputi: 



a. Melakukan pendataan ulang (peremajaan data) objek / subjek pajak 

dan retribusi daerah. 

b. Melakukan evaluasi dan monitoring ltelapangan terhadap adanya 

perubahan data objek / subjek pajak dan retribusi daeral~. 

c. Melaltukan Intensifikasi dan Eltstensifikasi secara aktif terhadap 

su~nber penerilnaan daerall yang dimiliki. 

d. Melakukan Pe~nbinaan terhadap Wajib Pajak dan wajib Retribusi 

Daerah dalam rangka peneriinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

e. Melakukan koordinasi terhadap seinua Dinas / Instansi terkait dala~n 

pengelolaan peneriinaan daerah, yang selnuanya diarahkan untuk 

inerealisasikan target peneirinaan yang telah ditetapkan. 

f. Melakukan pengkajian dan koreksi terhadap Peraturan Daerah 

(Perda) Kabupaten Indragiri Hilir sehubungan dnegan suinber 

peneriinaan daerah yang di~nil iki. 

g. Melnberikan sanksi terhadap aparatur dala~n jajaran dinas 

Pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir, bila ternyata 

ditelnukan telah ~nelakukan penyi~npangan dala~n pelaltsanaan tugas. 

4. Program Yang Akan Dilaksanakan 

Prograin yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan 

Kabupaten Indragiri Hilir meliputi: 

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah. 

Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintah terdiri 

dari: 



1) Pernbangunan lanjutan kailtor Dillas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir, dengan indikator: 

a) Terbangunnya te~npat kerja yang baik. 

b) Suasana kerja inenjadi lebih baik. 

c) Meningkatkan gairah lterja pegawai. 

2) Peillbanguilan lanjutan Kantor Dinas Pendapatail Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir (Kucuran), dengan indikator: 

a) Terbangunnya teinpat kerja yang baik. 

b) Suasana kerja menjadi lebih baik. 

c) Meningkatkan gairah kerja pegawai. 

3) Koinputerisasi dari penunjang ~nobilitas pendapatan 

Kabupaten Indragiri Hilir, dengan indikator: 

a) Pengelolaan pendapatan daerah dapat lebih cepat, 

tepat, efektif dan efisien. 

b) Laporan WPIWR yang disajikan lebih akurat serta 

bebas dari salah penyajian. 

c) Laporan pertangungjawaban Kadispenda terhadap 

LPJ Kepala Daerah dapat lebih transaparan, altual 

dan efektif. 

b. Pengembangan Sistein Keuangan Daerah 

Prograin pengeinbangan sistein keuangan. daerah terdiri dari 

Pengendalian strategi pelnungutan pajak dan retribusi daeral~ 

Kabupaten Indragiri Hilir, dengan indikator: 



1) Efektifitas dan efisiensi pe~lgelolaan penerimaan. 

2) Meningkatkan kinerja pelnungutan pajak & retribusi daerah. 

3) Meningkatkan Penapatan Asli Daerah. 

c. Pembinaan Keuangan Daerah 

Program pelnbinaan lteuangan daerah terdiri dari verifikasi 

dan pelnbinaan administrasi pembultuan pada UPTD dan BKP 

Kabupaten Indragiri Hilir, dengan indikator: 

1) Meningkatkan kesadaran LIPTD terhadap penerimaan. 

2) Terciptanya administrasi Pembukuan UPTD dan BKD. 

3) Meningkatkan penerimaan PADS. 

d. PendataanIPemutakhiran data penerimaan PAD 

Program pendataanlpemutakhiran data penerimaan PAD 

terdiri dari: 

I )  Pemutakhiran data pajak daerah dan retribusi daerah di 

Kabupaten Indragiri Hilir, dengan indikator: 

a) Tersedianya data WPIWR. 

b) Penerimaan semakin meningkat. 

c) Akuratnya data. 

2) Pemeliharaan dan Pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan 

di Kecamatan Tembilahan Hulu dan Tembilahan Kota, dengan 

indikator: 

a) Tersedianya data PBB. 

b) Penerimaan PBB meningkat. 

c) Akuratnya data. 



e. Pelnbinaan Keuangan Daerah 

Prograin pembinaan keuangan daerah terdiri dari pelnbinaan 

wajib pajak dan wajib retribusi daerah, dengail indikator: 

1) Tersedianya data WPIWR. 

2) Meningkatnya kesadaran Wajib pajak untuk membayar. 

3) Membuat bale110 hilnbauan dail viasual pajak dan Retribusi 

Daerah. 

C. Peranan Dipenda Dalam Meningkatkan PAD 

Dalain penelitian ini, peranan Dipenda dalaln ineningkatkan PAD di 

Kabupaten Indragiri Hilir didasarkan pada data dari tahun 2004, 2005 salnpai 

2006. Peranan Dipenda tersebut dapat digarnbarkan berdasarltan table 

dibawah ini : 

I 

URAIAN 

POS PAJAK DAERAH 
POS RETRIBUSI DAERAH 
POS LABA PERUSAHAAN 
MILIIC DAERAH 
POS LAIN-LAIN PAD YANG 
SAH 

TARGET (Rp.) 

2004 2005 2006 
I I 

Dari table tersebut diatas, dapat diketahui, terjadi peningkatan PAD 

yang cukup signifikan. Pada tahun 2004 jumlal~ PAD adalal~ Rp. 

21.235.660.229 22.632.376.804 25.876.034.957 1 

21.235.660.229,-. Tahun 2005 julnlah PAD adalah Rp. 22.632.376.804,-, 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 

sel~ingga ada kenaikan sekitar Rp. I .396.701.695,-. Sedangltan pada tahun 



2006 juinlah PAD adalah Rp. 25.876.034.957,-. Dengall deinilcian Icenaikan 

PAD dari tahun 2005 ke tahun 2006 adalah sebesar Rp. 3.243.667.153,-. 

Namun, apabila dilihat masing-inasing pos peneriinaan, terlihat untuk 

pos pajak daerah pada tahun 2005 terjadi penurunan. Tetapi, pada tahun 2006 

ada Icenaikan, ineskipun tidalc sebesar penerilnaan pada tahun 2004. 

Pei~urunan ini terjadi penyebab utainanya adalah rnasa transisi berlalcunya 

UU 3212004 tentang Peinerintah Daerah yang menggantikan UU 2211999. 

Hal yang saina juga terjadi pada pos laba perusahaan inilik daerah. 

Sedangkan pada pos retribusi daerah terjadi peningkatan peneriinaan dari 

tahun 2004,2005 dan 2006 yang cukup signifikan. Sedangkan pada pos lain- 

lain PAD yang sah pada tahun 2005 terjadi peningkatan, nainun pada tahun 

2006 terjadi penurunan yang culcup drastis. 

Selanjutnya, pos-pos dari macam-macain PAD Kabupaten Indragiri 

Hilir tersebut dapat digambarkan lewat table sebagai berikut : 

Macam-macam PAD Tahun 2004 

Target Penerimaan Kab. lndragiri Hilir Tahun Anggaran 2004 

Uraian 1 Target 1 
POS PAJAK DAERAH 
Pajak Hotel Dan Restoran 

Pajak Hotel dan Restoran 
Pajak Hiburan 

Pajak Hiburan 
Pajak Reklame 

Pajak Reklame 
Pajak Penerangan Jalan 

Pajak Penerangan Jalan 
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C 

Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C 
Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak Sarang Burung Walet 



Pajak Hasil Pertanian dan Perikanan 
Pajak Hasil Pertanian dan Perikanan 

Pajak Pendaftaran Perusahaan 
Pajak Pendaftaran Perusahan 

Pajak Penyewaan Bangunan 
Pajak Penyewaan Bangunan 

POS RETRlBUSl DAERAH 
Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Retribusi Pel. Kesehatan 
Retribusi Pelayanan Persampahan 1 Kebersihan 

Retribusi Pelayanan Persampahan 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Ktp 

Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP & Akte CAPlL 
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 
Retribusi Pelayanan Pasar 

Retribusi Pelayanan Pasar 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
Retribusi Jasa Usaha Terminal 

Retribusi Jasa Usaha Terminal 
Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan 

Retribusi Rumah Potong Hewan 
Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan 

Ret Jasa Usaha Pelabuhan 
Retribusi Pembuangan Limbah 

Retribusi Pembuangan Limbah 
Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Daerah 

Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Daerah 
Retribusi lzin Mendirikan Bangunan 

Retribusi lzin Mendirikan Bangunan 
Retribusi lzin T.Penj. Min. Beralkohol 

Retribusi lzin T.Penj. Min. Beralkohol 
Retribusi lzin Gangguan 1 HO 

Retribusi lzin Gangguan I HO 
Retribusi lzin trayek 

Retribusi lzin trayek 
Retribusi lzin peruntukan Penggunaan Tanah 

Retribusi lzin peruntukan Penggunaan Tanah 
Retribusi Provisi SDA 

Retribusi Provisi SDA 
Retribusi Pengadaan Barang & Jasa Pemb.Pekerjaan 

Retribusi Pengadaan Barang & Jasa Pemb.Pekerjaan 



Retribusi Pengilingan PadilHuller 
Retribusi Pengilingan PadilHuller 

Retribusi Pemakaina Jalan INHlL 
Retribusi Pemakaina Jalan INHlL 

Retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan 
Retribusi Lalu Lintas Has11 Hutan 

Retribusi Biaya Cetak Tulis 
Retribusi Biaya Cetak Tulis 

Retribusi lzin Kendaraan Angkutan Barang 
Retribusi lzin Kendaraan Angkutan Barang 

Retribusi Penumpang Umum 
Retribusi Penumpang Umum 

Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor 
Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor 

Retribusi Pendaftaran & Surat Keterangan Kapal 
Retribusi Pendaftaran & Surat Keterangan Kapal 

Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di bidang Pariwisata 
Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di bidang Pariwisa 

Retribusi lzin Usaha Perdagangan 
Retribusi lzin Usaha Perdagangan 

Retribusi lzin Usaha Industri, Perluasan&Tanda Daftar lndu . 
Retribusi lzin Usaha Industri, Perluasan&Tanda Daftar 

Retribusi lzin Tanda Daftar Gudang 
Retribusi lzin Tanda Daftar Gudang 

Retribusi Penggunaan Jasa Media Elektronik SGTV&RSPD 
Retribusi Penggunaan Jasa Media Elektronik SGTV&RSPD 

Retribusi lzin Kelautan dan Perikanan 
Retribusi lzin Kelautan dan Perikanan 

POS LABA PERUSAHAAN MlLlK DAERAH 
Bank Pembangunan Daerah 

Bank Pembangunan Daerah 
POS LAIN-LAIN PAD YANG SAH 
Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan 

Hasil Penjualan Barang Milik Daerah 
Penerimaan Jasa Giro 

Jasa Giro Bank 
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 

Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 
Penerimaan Lain-Lain 

Penerimaan Lain-Lain 
Penerimaan Lain-lain 

Sumbangan Pihak Ketiga 
Sumbangan Pihak Ketiga 

Total PAD 2004 



Macain-inacain PAD Tahun 2005 

Target Penerimaan Kab. lndragiri Hilir Tahun Anggaran 2005 

POS PAJAK DAERAH 
Pajak Hotel Dan Restoran 

Pajak Hotel dan Restoran 
Pajak Hiburan 

Pajak Hiburan 
Pajak Reklame 

Pajak Reklarne 
Pajak Penerangan Jalan 

Pajak Penerangan Jalan 
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C 

' 

Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C 
Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak Sarang Burung Walet 
Pajak Hasil Pertanian dan Perikanan 

Pajak Hasil Pertanian dan Perikanan 
Pajak Pendaftaran Perusahaan 

Pajak Pendaftaran Perusahan 
Pajak Penyewaan Bangunan 

Pajak Penyewaan Bangunan 
POS RETRlBUSl DAERAH 
Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Retribusi Pel. Kesehatan 
Retribusi Pelayanan Persampahan I Kebersihan 

Retribusi Pelayanan Persarnpahan 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Ktp 

Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP & Akte CAPlL 
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Urnurn 
Retribusi Pelayanan Pasar 

Retribusi Pelayanan Pasar 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

Retribusi Perneriksaan Alat Pernadarn Kebakaran 
Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah 
Retribusi Jasa Usaha Terminal 

Retribusi Jasa Usaha Terminal 
Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan 

Retribusi Rurnah Potong Hewan 

Kode Rekening Target Uraian 



Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan 
Ret Jasa Usaha Pelabuhan 

Retribusi Pembuangan Limbah 
Retribusi Pembuangan Limbah 

Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Daerah 
Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Daerah 

Retribusi lzin Mendirikan Bangunan 
Retribusi lzin Mendirikan Bangunan 

Retribusi lzin T.Penj. Min. Beralkohol 
Retribusi lzin T.Penj. Min. Beralkohol 

Retribusi lzin Gangguan 1 HO 
Retribusi lzin Gangguan I HO 

Retribusi lzin trayek 
Retribusi lzin trayek 

Retribusi lzin peruntukan Penggunaan Tanah 
Retribusi lzin peruntukan Penggunaan Tanah 

Retribusi Provisi SDA 
Retribusi Provisi SDA 

Retribusi Pengadaan Barang IL Jasa Pemb.Pekerjaan 
Retribusi Pengadaan Barang & Jasa Pemb.Pekerjaan 

Retribusi Pengilingan PadilHuller 
Retribusi Pengilingan Pad~lHuller 

Retribusi Pemakaian Jalan INHlL 
Retribusi Pemakaian Jalan INHlL 

Retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan 
Retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan 

Retribusi Biaya Cetak Tulis 
Retribusi Biaya Cetak Tulis 

Retribusi lzin Kendaraan Angkutan Barang 
Retribusi lzin Kendaraan Angkutan Barang 

Retribusi Penumpang Umum 
Retribusi Penumpang Umum 

Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor 
Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor 

Retribusi Pendaftaran IL Surat Keterangan Kapal 
Retribusi Pendaftaran & Surat Keterangan Kapal 

Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di  bidang Pariwisata 
Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di bidang Pariwisa 

Retribusi lzin Usaha Perdagangan 
Retribusi lzin Usaha Perdagangan 

Retribusi lzin Usaha Industri, PerluasanILTanda Daftar 
lndu 

Retribusi lzin Usaha Industri, Perluasan&Tanda Daftar 
Retribusi lzin Tanda Daftar Gudang 

Retribus~ lzin Tanda Daftar Gudang 
Retribusi Penggunaan Jasa Media Elektronik 

SGTVILRSPD 
Retribusi Penggunaan Jasa Media Elektronik 

SGTV&RSPD 
Retribusi lzin Kelautan dan Perikanan 



Retribusi lzin Kelautan dan Perikanan 
POS LABA PERUSAHAAN MlLlK DAERAH 
Bank Pembangunan Daerah 

Bank Pembangunan Daerah 
POS LAIN-LAIN PAD YANG SAH 
Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan 

Hasil Penjualan Barang IVlilik Daerah 
Penerimaan Jasa Giro 

Jasa Giro Bank 
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 

Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 
Penerimaan Lain-Lain 

Penerimaan Lain-Lain 
Penerimaan Lain-lain 

Sumbangan Pihak Ketiga 
Sumbangan Pihak Ketiga 

Total Target PAD 2005 22,632,367,804.00 

Macain-macam PAD 'Tahun 2006 

Target Penerimaan Kab. lndragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 

Kode 
Rekening 

1.1. 
1.1.01 

1.1.01.01 
1 . I  .03 

1 . I  .03.01 
1 . I  .04 

1.1.04.01 
1.1.05 

1.1.05.01 
1.1.06 

1 .I .06.01 
1.1.08 

1 . I  .08.01 
1.1.09 

1.1.09.01 
1.1.10 

1.1.10.01 
1 .I .I 1 

1.1.11.01 
1.2. 

1.2.01 
1.2.01.01 

Uraian 

POS PAJAK DAERAH 
Pajak Hotel Dan Restoran 

Pajak Hotel dan Restoran 
Pajak Hiburan 

Pajak Hiburan 
Pajak Reklame 

Pajak Reklame 
Pajak Penerangan Jalan 

Pajak Penerangan Jalan 
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C 

Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C 
Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak Sarang Burung Walet 
Pajak Hasil Pertanian dan Perikanan 

Pajak Hasil Pertanian dan Perikanan 
Pajak Pendaftaran Perusahaan 

Pajak Pendaftaran Perusahan 
Pajak Penyewaan Bangunan 

Target 

5,087,671,350.00 
580,000,000.00 
580,000,000.00 

10,000,000.00 
10,000,000.00 

291,921,350.00 
291,921,350.00 

3,550,000,000.00 
3,550,000,000.00 

400,000,000.00 
400,000,000.00 
100,750,000.00 
100,750,000.00 
130,000,000.00 
130,000,000.00 
20,000,000.00 
20,000,000.00 

Pajak Penyewaan Bangunan 5,000,000.00 
POS RETRlBUSl DAERAH 
Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Retribusi Pel. Kesehatan 2,000,000,000.00 



Retribusi Pelayanan Persampahan I Kebersihan 
Retribusi Pelayanan Persampahan 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP 
Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP & Akte CAPlL 

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 

Retribusi Pelayanan Pasar 
Retribusi Pelayanan Pasar 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 
Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

Retribusi Jasa Usaha Terminal 
Retribusi Jasa Usaha Terminal 

Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan 
Retribusi Rumah Potong Hewan 

Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan 
Ret Jasa Usaha Pelabuhan 

Retribusi Jasa Pembuangan Limbah 
Retribusi Jasa Pembuangan Limbah 

Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Daerah 
Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Daerah 

Retribusi lzin Mendirikan Bangunan 
Retribusi lzin Mendirikan Bangunan 

Retribusi lzin T.Penj. Min. Beralkohol 
Retribusi lzin T.Penj. Min. Beralkohol 

Retribusi lzin Gangguan I HO 
Retribusi lzin Gangguan / HO 

Retribusi lzin trayek 
Retribusi lzin trayek 

Retribusi lzin peruntukan Penggunaan Tanah 
Retribusi lzin peruntukan Penggunaan Tanah 

Retribusi Provisi SDA (PSDA) atas Kayu Rakyat 
Retribusi Provisi SDA (PSDA) atas Kayu ~ a k ~ a t  

Retribusi Pengadaan Barang & Jasa atas Pemberian Kerja 
Retribusi Pengadaan Barang & Jasa atas Pemberian Kerja 

Retribusi Pengilingan PadilHuller 
Retribusi Pengilingan Padi/Huller 

Retribusi Pemakaina Jalan INHlL 
Retribusi Pemakaina Jalan INHlL 

Retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan 
Retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan 

Retribusi Biaya Cetak Tulis 
Retribusi Biaya Cetak Tulis 



Retribusi lzin Kendaraan Brg Yg Melakukan Bongkar Muat 
Retribusl lzin Kendaraan Brg Yg Melakukan Bongkar Muat 

Retribusi Penumpang Umum 
Retribusi Penumpang Umum 

Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor 
Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor 

Retribusi Pendaftaran & Surat Keterangan Kapal 
Retribusi Pendaftaran & Surat Keterangan Kapal 

Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha d i  bidang Pariwisata 
Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di bidang Pariwisata 

Retribusi lzin Usaha Perdagangan 
Retribusi lzin Usaha Perdagangan 

Retribusi lzin Usaha Industri, Perluasan&Tanda Daftar lndu 
Retribusi lzin Usaha Industri, Perluasan&Tanda Daftar 

Retribusi lzin Tanda Daftar Gudang 
Retribusi lzin Tanda Daftar Gudang 

Retribusi Pengguna Jasa Media Elektronik SGTV & RSPD 
Retibusi Pengguna Jasa Media Elektronik SGTV & RSPD 

Retribusi lzin Kelautan dan Perikanan 
Retribusi lzin Kelautan dan Perikanan 

Retribusi lzin PemancarlTransmisi & Telekomunikasi 
Retribusi lzin Pemancarrrransmisi & Telekomunikasi 

POS LABA PERUSAHAAN MlLlK DAERAH 
Bank Pembangunan Daerah 

Bank Pembangunan Daerah 
POS LAIN-LAIN PAD YANG SAH 
Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan 

Hasil Penjualan Barang Milik Daerah 
Penerimaan Jasa Giro 

Total Target PAD 2006 25,876,034,957.00 

Jasa Giro Bank 
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah 

Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah 
Penerimaan Lain-Lain 

Penerimaan Lain-lain 
Sumbangan Pihak Ketiga 

Sumbangan Pihak Ketiga 

Dari table macam-macam pos PAD sejak tahun 2004, 2005 dan 2006 

850,000,000.00 
20,000,000.00 
20,000,000.00 

550,550,000.00 
550,550,000.00 
241,000,000.00 
241,000,000.00 

tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pos pajak daerah tal~un 2004 ada 9 

(seinbilan) inacaln dan pada tahun 2005 dan 2006 pos pajak daerah tersebut 

tidak terjadi perubahan atau penainbahan pos. Macam-macam pos retribusi 



daerah pada tahun 2004 ada sebanyak 35 pos. Pada tahun 2005 ada sebanyak 

35 pos. Pada tahun 2006 ada sebanyak 36 pos. Pellambahan 1 (satu) pos pada 

tahun 2006 adalah pos retribusi izin pernancar/transinisi dan teleltomunikasi. 

D. Kendala-kendala yang dialami Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir 

dalam memungut pajak dan retribusi daerah 

Dalain me~nungut pajak dan retribusi daerah Dipenda Kabupaten 

Indragiri Hilir tidak terlepas dari kendala-kendala. Adapun Itendala-kendala 

yang dialami tersebut sebagai berikut: 

1. Masih leinahnya sanksi hukuin terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah 

(Perda) sehubungan dengan tidak dibayarnya Pajak lnaupun Retribusi 

Daerah. 

2. Masih diperlukan koordinasi yang lebih baik antar Dinas, Badan, Kantor 

dengan Unit terkait dalain rangka ~neilingkatkan Peneri~naan Pendapatan 

Asli Daerah. 

3. Masih perlu perubahan beberapa peraturan daerah (Perda) yang terkait 

dengan Pendapatan Daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah sepel-ti 

Perda Izin Gangguan (ITO), PerdaPajak Penyewaan Bangunan, Perda 

Pajak Reklaine dan lain-lain. 

4. Masih kurangnya tenaga operasional di lapangan terutama di Itecamatan- 

kecamatan. 

5. Masih kurangnya kesadaran ~nasyarakat terhadap beberapa kewajibannya 

ltepada daerah. 



Dengan adanya kendala-kendala seperti tersebut di atas, maka upaya 

yang dilakukan Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir sebagi berikut: 

1. Melakukan sosialisasi beberapa peraturan daerah tentang pajak dan 

retribusi daerah serta penyampaian sanltsi hultum terhadap pelanggar 

peraturan daerah. 

2. Melakukan peraturan-peraturan antara wajib pajak yang berada di 

kecamatan-kecamatan dengan Kepala Bidang di pinas Pendapatan 

Daerah (serta dengan petugas lapangan). 

3.  Melaksanakan rapat acara rutin 1 (satu) bulan sekali (setiap tanggal 10) 

dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dipenda kecamatan 

di kabupaten. 

4. Melaksanakan rapat dengan Kepala BadanIDinaslKantor terkait dengan 

Pendapatan Asli Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

5 .  Melaksanakan Rapat Evaluasi Realisasi Pajak dan Retribusi dengan 

camat dan kepala dinas badan, kantor se-kabupaten Indragiri Hilir. 

6. Mendatangi Badan KlinisIKantor yang realisasi peelnukilnan peneriinaan 

pendapatan pajak dan retribusi yang rendah dibawah target. 

7. Melakukan pertelnuan dengan bagian 11ukum sekretaris kabupaten dan 

dinas tentang rencana revisilperubahan peraturan daerah. 

8. Melakukan pembekalan kepada peinbantu pemegang kas penerima yang 

berada di kecamatan-kecamatan dan di dinaslbadanlkantor se-kabupaten 

Indragiri Hilir. 



9. Menarnbah tenaga juru pungut di Itecarnatan-kecamatan sebagai tenaga 

operasional di lapangan. 

10. Melakukan pemantauan (monitoring), serta melakultan penagihan 

terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang menunggak pernbayaran 

pajak dan retribusinya. 

Menghadapi keadaan seperti tersebut di atas dimana terdapat 

kendala-kendala yang harus dicarikan jalan keluarnya, malta Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir perlu melaltukan langkah- 

langkah sebgai berikut: 

1. Untuk rnasa yang akan datang perlu meningkatkan kegiatan intensifilasi 

terhadap upaya peningkatan penerirnaan daerah terutarna dari pajak 

daerah dan retribusi daerah. 

2. Meningkatkan pola mitra antara pemeirntah daerah (dalam ha1 ini Dinas 

Pendapatan Daerah) dengan pihak swasta untuk menggali, ~nengolah 

potensi yang ada sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah bailt 

dengan kerjasama, bagi hasil maupun sistern kontrak kerja. 

3 .  Mengupayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk lebih banyak 

berperan aktif ineningkatkan perekonornian daerah sehingga dapat pula 

meningkatkan pendapatan asli daerah ke depan. 

4. Mernpersiapkan SDM yang handal dalarn rnengelola potensi daerah sel-ta 

rnernbuka peluang PAD. 



E. Analisis Yuridis 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nornor 34 Tahun 2000 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Non~or 18 Tahun ,1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salall satu upaya untult mewujudltan 

otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan 

pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli 

daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak daerah perlu ditingkatkan 

sehingga kelnandirian Daerah dalam ha1 pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan di Daerah dapat terwujud. 

Untuk lneningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelnberian 

pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian 

di Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah 

yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari 

sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja 

pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pelnberian 

keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerilnaan 

lthususnya dari sektor Pajak Daerah melalui Undang-Undang Nolnor 18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. 

Pendapatan asli daerah yang kurang akan membuat kondisi lteuangan 

pemerintah daerah morat-marit, bahltan bisa menggoyahltan sendi-sendi 

pemasukan Pemerintah Daerah, dalaln ha1 ini Pemerintah Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir. Pajak hotel dan restoran, ditambah hiburan yang menjadi 



fasilitas pendukung hotel, telah inenjadi salah satu penyuinbang utaina Ite 

dalain kas Pemerintah Daerah. 

Deini inencegah terjadinya ltebocoran, dalam prograin lterja Dinas 

pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir antara lain inenetapltan program 

koinputerisasi. Sistein on line koinputer terhadap pajak dail retribusi daerah 

secara profesional ineinang sangat perlu segera diterapkan. Hal ini karena 

dengan diterapkannya sistein ltoinputerisasi apalagi secara on line dapat 

inengoptimalisasikan pelaksanaan penagihan terhadap pajak dan retribusi 

daerah, sehingga apa yang diharapkan nantinya dapat terlaksana dellgall 

optimal diinana peneriinaan pajak-pajak daerah dapat inenjadi sarana 

pengawasan dalain mengeliininir penyiinpangan. 

Dalain praktik di inasyarakat, pungutan pajak daerah seringkali 

disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada peinikiran bahwa 

keduanya merupakan peinbayaran ltepada pemerintah. Pandangan ini tidalt 

sepenuhnya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara 

pajak dan retibusi. 

Pungutan yang diberlakukan oleh peinerintah inerupakan penarikan 

suinber daya ekonoini (secara uinuin dalain bentuk uang) oleh peinerintah 

kepada inasyarakat guna inembiayai pengeluarail yang dilakukan peinerintah 

untuk inelakukan tugas peinerintahan atau inelayaili kepentiilgan inasyarakat. 

Penarikan pungutan yang dilakultan oleh pemerintah kepada inasyarakatnya, 

harus ineinenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau 

peraturan lainnya, dapat dipaksakan, ineinpunyai ltepastian hultuin, dan 



adanya jaminan kejujuran dan integritas si pelnungut (petugas yang ditunjuk 

oleh pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan diltembalikan 

lagi kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut pungutan dapat 

dilaksanakan kepada masyarakat. 

Di daerah, penarikan sulnber daya eltonomi melalui pajak daerah 

dilakukan dengan aturan hukuln yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah 

dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu 

sumber penerimaan daerah. Hal ini inenunjukkan adanya persalnaan antara 

pajak dan retribusi, yaitu pungutan oleh pemerintah daerah Itepada 

masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat. 

Telah disebutkan di atas bahwa retribusi adalah pernbayaran wajib 

dari penduduk kepada negara ltarena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh 

negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan 

bersifat langsung, yaitu hanya yang rnembayar retribusi yang inenikmati balas 

jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan 

kesehatan pada rumah sakit yang diltelola oleh pemerintah. Setiap orang yailg 

ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus 

melnbayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran 

atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak 

ada paksaan secara yuridis kepada pasien (anggota inasyarakat) untult 

lnelnbayar retribusi karena setiap orang bebas untuk lnelnilih pelayanan 

kesehatan yang diinginkannya. 



Pada retribusi pelayanan kesehatan ini yang ada hanyalah palcsaan 

secara ekonoinis, yaitu hanya pasien yang ineinbayar retribusi yang 

ditetapkan saja yang berhak mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit 

pemerintah. Bila tidak membayar, dia tidal< akan mendapatkan pelayanan 

kesehatan pada rulnah sakit peinerintah tersebut. Hal ini berarti hal< mendapat 

jasa dari peinerintah didasarkan pada pelnbayaran retribusi yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dipenuhi oleh orang yang 

menginginkan jasa tersebut. 

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan penarikan retribusi 

hanya dapat dipungunt oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut 

dewasa ini adalah retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan pengeltiail Pasal 1 

ailgka 26 Undang-Undang Noinor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah dilnana disaebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pelnberian ijin tertentu yang khusus 

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan.. Jasa adalah kegiatan pelnerintah daerah berupa 

usaha dan pelayanan yang inenyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan 

lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sarna halnya dengan 

penjelasan di atas, bila seseorang ingin inenikmati jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah, ia harus lnembayar retribusi yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 



Oleh karena itu dapat diketahui beberapa ciri yang melekat pada 

retribusi daerah yang saat ini dipungut adalah sebagai beriltut: 

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarltan undang- 

undang dan peraturan daerah yang berkenaan. 

2. Hasil penerimaan retribusi lnasuk lte kas pernerintah daerah. 

3.  Pihak yang lnelnbayar retribusi mendapatltan kontra prestasi (balas jasa) 

secara langsung dari pe~nerintah daerah atas pernbayaran yang 

dilakukannya. 

4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pernerintal~ 

daerah yang diniklnati oleh orang atau badan. 

5 .  Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, 

yaitu jika tidak mernbayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 

Berbeda dengan retribusi, secara umum pajak adalah pungutan dari 

masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang 

bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak 

inendapat prestasi keinbali (kontra prestasilbalas jasa) secara langsung, yang 

hasilnya digunakan untuk rnembiayai pengeluaran negara dalaln 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan 

bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarakan 

uandang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewaj iban dan bagi 

mereka yang tidak inau inembayar pajak dapat dilakukan paltsaan. Dengan 

dernikian, akan terjainin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, 



pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan inenjainiil adanya 

lteadilan dall ltepastian hukuin bagi peinbayar pajalt sehingga penlerintah 

tidak dapat sewenang-wenang inenetapkan besarnya pajak. 

Oleh karena itu dapat diketahui tentang ciri-ciri yang lneleltat pada 

pengertian pajak, yaitu sebagai berikut: 

I .  Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pelnerintah pusat inaupui~ 

peinerintah daerah, berdasarkail kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

2. Peinbayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas peinerintah 

pusat atau kas peinerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang 

dipungut). 

3. Dalain peinbayaran pajak tidak dapat ditunjukkail adanya ltontra prestasi 

individu oleh pemerintah (tidak ada iinbalan langsung yang diperoleh di 

peinbayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara 

juinlah peinbayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu. 

4. Penyelenggaraan peinerintahan secara urnu~ll inerupakan inanifestasi 

ltontra prestasi dari negara kepada para peinbayar pajak. 

5 .  Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan 

yang inenurut perundang-undangan pajak dikenakan pajak. 

6 .  Pajak ineiniliki sifat dapat dipaltsakan. Artinya wajib pajak yang tidalt 

ineinenuhi kewaj iban pelnbayaran pajak, dapat d iltei~altan sanltsi, baik 

sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 



Dewasa ini memang dikenal berbagai jenis pajak dan diberlakukan 

ineliputi berbagai aspek ltehidupan inasyarakat. Banyak ahli pajalt yang 

ineinberikanlineinbuat peinbagian pajak, yang ineiniliki perbedaan antara satu 

ahli dengan ahli lainnya. Pembagian pajak yang berbeda tersebut dikaitltan 

deilgan sudut pandang inasing-masing al~li  terlladap pajak tersebut. Salah satu 

peinbagian yang uinumnya dilakukan adalah berdasarkan leinbaga peinungut 

pajak. 

Telah disaebutkan di atas bahwa pembagian jenis pajak di Indonesia 

terkait dengan hirarki pemerintahan yang berwenang inenjalankan 

pelnerintahan dan inelnungut suinber pendapatan negara, Itl~ususnya pada 

inasa otono~ni daerah dewasa ini. Secara garis besar, hierarki peinerintahail 

di Indonesia dibagi inenjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan peinerintah 

daerah. Kemudian, peinerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatenlkota. Dengan demiltian, 

peinbagian jenis pajak di Indonesia dibagi inenjadi dua, yaitu pajak pusat dan 

pajak daerah (yang terbagi inenjadi pajak provinsi dan pajak kabupatenlkota). 

Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat ineinungut pajak yang ditetapkan 

inenjadi kewenangannya, dan tidak boleh ineinungut pajak yang bultan 

kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk inenghindari adanya tuinpang 

tiildih (perebutan kewenangan) dalain pelnungutail pajak terhadap 

inasyarakat, diinana pajak pusat adalah pajak yang ditetapltan oleh 

pemerintah pusat ~nelalui undang-undang, yang wewenang peinungutannya 

ada pada peinerintah pusat dan hasililya digunakan untuk ineinbiayai 



pengeluaran pemerintah pusat dan pernbangunan. Pajak pusat dipungut oleh 

peinerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaltsanakan oleh Departeinen 

Keuangan Republik Indonesia dan uinuinnya. Pajak yang termasult pajalt 

pusat di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajalt 

Pel-tambahan Nila atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM), Pajak Buini dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Bea Masuk, Bea 

Keluar (Pajak Ekspor), dan Cukai (yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai Departeinen Keuangan). 

Sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 

daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa ilnbalan yang seiinbang, yalig 

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-uandan yang berlaku, 

yang digunakan untuk ineinbiayai penyelenggaraan pelnerintah daerah. 

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh 

pelnerintah daerah dengall peraturan daerah (Perda), yang wewenang 

peinungutannya dilaksanakan oleh peinerintah daerah dan hasilnya digunaltan 

untuk ineinbiayai pengeluaran pernerintah daerah dalarn inelaltsanaltan 

penyelenggaraan peinerintahan dan pe~nbangunan di daeral~. Karena 

pe~nerintah daerah di Indonesia terbagi lnenjadi dua yaitu peinerintah provinsi 

dan peinerintah kabupatenlkota) yang diberi keweiiangan untult 

~nelaksanakan otonoini daerah, pajalt daerah di Indonesia dewasa ini juga 

dibagi inenjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajalt Itabupatenlltota. 



Dari urian di atas, dapat ditarik pengertian tentang perbedaan antara 

pajak dengan retribusi. Perbedaan tersebut adalah sebagai Beriltut: 

1. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan 

secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak ltontra 

prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung. 

2. Dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah 

berlaku untuk umum; seluruh raltyat meniltmati balas jasa, baik yang 

meinbayar pajak lnaupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada 

retribusi balas jasa negaralpemerintah berlaku khusus, hanya dininlati 

oleh pihak yang telah ~nelakukan pembayaran retribusi. 

3. Untuk sifat pemungutannya, pajak bersifat umurn, artinya berlaku untult 

setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara 

itu, retibusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menihnati 

jasa pemerintah yang dapat ditunjuk. 

4. Untuk sifat pelaksanaannya, pelnungutan retibusi didasarkan atas 

peraturan yang berlaku umum dan dan dala~n pelaltsanaannya dapat 

dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa 

tertentu dari peinerintah harus membayar retibusi. Jadi sifat paksaan pada 

retribusi bersifat ekonomis sehingga pada l~akikatnya diserahkan pada 

pihak yang bersangkutan untuk me~nbayar atau tidak. Hal i11i berbeda 

dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa 

setiap orang yang melanggarnya altan mendapat sanksi hulturnan, bailt 

berupa sanki pidana maupun denda. 



5. Untuk leinbaga atau badan pemungutnya, pajak dapat dipungut ole11 

pe~nerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya 

dapat dipungut oleh pe~nerintah daerah. 

Berdasarakan uraian di atas dapat diketahui bahwa peran Dipenda 

Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dituangltan baik dala~n bentuk visi, misi, 

program lnaupun kegiatan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No~nor 15 Tahun 

2004 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu pernungutan pajak daerah dan retribusi 

daerahnya juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dala~n Undang-Undang 

No~nor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang No~nor 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. , 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan dan 

penelitian lapangan, dan analisis serta pembahasan yailg telah penulis 

lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang inerupakan jawaban terhadap 

perinasalahan dalam penelitian ini sebagai beriltut: 

1. Peranan Dipenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) 

inelalui pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 

berusaha ineningkatkan target penerimaan Kabupaten Indragiri Hilir 

melalui program-program yang disusun oleh Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir dan secara rinci inelalui rencana kegiatan yang 

telah disusun dengan meinpertiinbangkan perubahan kondisi sosial 

ekonoini dari tahun ke tahun yang berubah, misalnya adanya kenaikan 

harga BBM. 

2. Kendala-kendala yang dialami Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir dalain 

inemungut pajak dan retribusi daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 

inasih leinahnya sanksi hukuin terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah 

(Perda) sehubungan dengan tidak dibayarnya Pajak inaupun Retribusi 

Daerah; masih diperlukan koordinasi yang lebih baik antar Dinas, Badan, 

Kantor dengan Unit terkait dalain ranglta ineningkatkail Peneriinaan 

Pendapatan Asli Daerah; inasih perlu perubahan beberapa peraturan 



daerah (Perda) yang terkait dengan Pendapatan Daerah dari sektor pajak 

dan retribusi daerah seperti Perda Izin Gangguan (ITO), Perda Pajak 

Penyewaan Bangunan, Perda Pajak Reklame dan lain-lain; lnasih 

kurangnya tenaga operasional di lapangan terutama di ltecamatan- 

kecamatan; dan ~nasih kurangnya kesadaran lnasyarakat terhadap 

beberapa kewaj ibannya kepada daerah. 

Oleh karena itu dengan adanya kendala-kendala seperti tersebut di 

atas, inaka Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir berupaya lnelakukan 

sosialisasi beberapa peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah 

serta penyainpaian sanksi hukuin terhadap pelanggar peraturan daerah; 

inelakukan peraturan-peraturan antara wajib pajak yang berada di 

kecamatan-kecamatan dengan Kepala Bidang di Dinas Pendapatan 

Daerah (serta dengan petugas lapangan); inelaksanakan rapat acara rutin 

1 (satu) bulan sekali (setiap tanggal 10) dengan Kepala Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) Dipenda kecainatan di kabupaten; lnelaksanakan 

rapat dengan Kepala BadanIDinaslKantor terkait dengan Pendapatan Asli 

Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali; lnelaksanakan Rapat Evaluasi 

Realisasi Pajak dan Retribusi dengan cainat dan kepala dinas badan, 

kantor se-kabupaten Indragiri Hilir; inendatangi Badan KlinisIKantor 

yang realisasi pemukiman penerimaan pendapatan pajak dan retribusi 

yang rendah dibawah target; inelakukan pertemuan dengall bagian 

hukum sekretaris kabupaten dan dinas tentang rencana revisilperubahan 

peraturan daerah; inelakukan pembekalan kepada pembantu peinegang 



kas peneri~na yang berada di Itecamatan-kecamatan dan di 

dinaslbadanlkantor se-ltabupaten Indragiri Hilir; menamball tenaga juru 

pungut di kecamatan-kecainatan sebagai tenaga operasional di lapangan; 

dan ~nelakukan pe~nantauan (monitoring), serta ~nelakukan penagihan 

terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang menunggak pe~nbayaran 

pajak dan retribusinya. 

B. Saran 

1. Meningkatkan sum ber daya ~nanusia Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir yang malnpu ~nerumuskan keranglta berpikir 

yang komprehensif ~nulai dari pola dasar, sampai ke program 

perencanaan daerah, propinsi, dan dinas setiap instansi untuk dapat 

inenganalisis program-program kerja yang lebih spesifik. 

2. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang lebih intensif bagi petugas 

pelnungut pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya dala~n 

~nenghadapi program ko~nputerisasi yang telah ditetapkan dala~n rencana 

kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 

3.  Mewujudkan pola kemitraanlkerjasama dengan BadanIInstansi Daeral~ 

.Kabupaten/Kota lainnya dalam ~nenggali berbagai persoalan yang 

berkembang, yang menjadi tantangan dan peluang, bagi proses 

i~nple~nentasi kebijakan otonomi daerah terutama dalam bidang pajak 

daerah dan retribusi daerah. 
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